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ABSTRAK 
DONIX KURNIAWAN AFFINANTO, NIM 13.12.1.1.048, 
PEMBINGKAIAN BERITA KASUS SUAP PATRIALIS AKBAR DI 
HARIAN KOMPAS (ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN 
HARIAN KOMPAS EDISI JANUARI - FEBRUARI 2017). Skripsi: Jurusan 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Insitut 
Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. 
 Akhir bulan Januari 2017, Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya 
Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Patrialis adalah seorang Hakim Ketua di Mahkamah Konstitusi yang 
terjerat kasus suap terkait Uji Materi Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Banyak pihak yang kecewa atas kejadian 
tersebut, mengingat Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman tinggi 
negara yang seharusnya menjunjung tinggi hukum justru melakukan pelanggaran 
hukum. Harian Kompas sendiri rajin dalam menyajikan berita dengan topik 
tertangkapnya Patrialis Akbar atas kasus suap yang menjeratnya. Hal yang 
menarik dari penelitian ini karena terdapat tokoh yang menjabat sebagai hakim 
ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Patrialis Akbar, sehingga peneliti tertarik untuk 
meneliti realitas yang dibingkai dalam berita koran Harian Kompas. Alasan 
Harian Kompas dalam membingkai topik kasus suap Patrialis Akbar. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan framing berita kasus suap Patrialis 
Akbar di koran Harian Kompas edisi Januari–Februari tahun 2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data 
diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang 
digunakan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman yang memiliki 
empat perangkat antara lain: define problems (pendefinisian masalah), diagnose 
cause (sumber masalah), make moral judgement (penilaian moral atas masalah), 
treatment recommendation (penekanan penyelesaian). 
 Hasil dari penelitian adalah berita dalam koran Harian Kompas membahas 
tentang kasus suap yang menimpa Patrialis Akbar seorang hakim ketua 
Mahkamah Konstitusi. Pendefinisian masalahnya yaitu kasus suap Patrialis Akbar 
dan dampak yang terjadi terhadap Mahkamah Konstitusi. Sumber masalah dari 
semua berita tersebut terletak pada Kasus suap Patrialis Akbar dan orang-orang 
yag terlibat dengannya. Moral yang terdapat dalam keenam berita tersebut adalah 
Patrialis dan orang-orang yang terlibat tidak amanah dalam mengemban 
kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Solusi yang diberikan Harian 
Kompas yaitu mendukung pemerintah dan komisi pemberantasan korupsi dengan 
memproses kasus tersebut sampai tuntas, selain itu Harian Kompas juga 
memberikan masukan yaitu perbaikan sistem dan birokrasi ditubuh Mahkamah 
Konstitusi dan lebih ketat dalam menyeleksi para calon hakim ketua. Kebijakan 
redaksi Harian Kompas sudah sampai kepada khalayak umum, masyarakat juga 
memandang penting kasus suap Patrialis Akbar yang terjadi di Mahkamah 
Konstitusi. 
 
Kata Kunci: Berita, Framing, dan kasus suap Patrialis Akbar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi 
massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas 
dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan 
terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering 
dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk 
berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada 
khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat.1 
 Disini media sangat berperan penting, karena media menjadi 
sumber informasi pada masyarakat. Berita yang disebarkan oleh media 
tentunya sudah mengalami berbagai penyaringan, karena dalam 
menyebarkan berita ada kode etik jurnalistik sebuah media yang menjadi 
pedoman dan digunakan oleh wartawan dalam mencari berita dan media 
dalam menyebarkan berita tersebut. 
Saat ini di Indonesia terdapat banyak surat kabar yang beredar 
menyajikan berbagai berita. Salah satu pemberitaan itu menyangkut 
tentang korupsi. Di Indonesia kasus korupsi menjadi masalah yang sangat 
serius, mengingat jumlah nilai mata uang yang di korupsi tidak sedikit 
yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Ironisnya korupsi di Indonesia 
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan maupun jabatan 
                                                          
1Denis McQuail. Teori Komunikasi Massa. (Jakarta: Erlangga, 2000). h.17 
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tertinggi negara dan hal ini menjadi masalah serius yang harus di berantas 
sampai ke akar-akarnya. 
Berita tentang kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi bukan hanya 
sekali terjadi, kasus korupsi sebelumnya juga pernah terjadi di Mahkamah 
Konstitusi yang saat itu Akil Mochtar sebagai tersangkanya. Akil terseret 
korupsi suap untuk urusan pemulusan perkara sengketa pilkada di 
kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tahun 2011. Uang sebesar Rp 
2,989 miliar di terima akil saat masih menjabat sebagai ketua Mahakamah 
Konstitusi. Akil Mochtar sendiri telah dijatuhi hukuman penjara seumur 
hidup, dalam kasus-kasus yang menjeratnya, penyidik KPK juga sudah 
menjerat kepala daerah dan pihak-pihak terkait yang memberi suap ke 
Akil Mochtar. Selama itu ada 7 kasus sengketa pilkada yang dimainkan 
Akil. Selain di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Diantaranya yaitu, 
mantan gubernur banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus 
Chaeri Wardhana dalam pilkada Lebak dan Banten, Bupati Empat 
Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya.2 
Pada akhir bulan Januari 2017 masyarakat Indonesia kembali di 
kejutkan dengan berita korupsi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi kembali mengecewakan rakyat atas kasus yang dulu 
pernah terjadi tidak dijadikan sebuah pembelajaran tetapi justru kembali 
mengecewakan publik dan mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi. 
                                                          
2https://news.detik.com/berita/d-3333164/kpk-periksa-akil-mochtar-terkait-kasus-suap-
pilkada-kabupaten-buton di akses 01 agustus 2017. Pukul 15.00 wib 
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Kali ini Patrialis Akbar yang tersandung kasus korupsi suap di Mahkamah 
Konstitusi, Patrialis terjerat kasus tentang uji materi UU Nomor 41 tahun 
2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.  
Patrialis Akbar yang dulu pernah menjabat sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Amanat 
Nasional selama dua periode 1999 – 2004 dan 2004 – 2009. Tidak hanya 
itu, ia turut terlibat dalam pembahasan amandemen konstitusi di Panitia Ad 
Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pernah duduk sebagai Menteri 
Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Patrialis Akbar 
menduduki posisi sebagai penegak hukum, yakni hakim konstitusi pada 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Pria berdarah Minang ini mengucap sumpah jabatannya sebagai 
hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 di Istana Negara, Jakarta. 
Dengan sebagai hakim konstitusi, ia pun melengkapi jejak kariernya 
dengan menduduki posisi di tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, 
eksekutif dan akhirnya yudikatif. 
Patrialis Akbar yang mempunyai cita-cita menjadi penegak hukum, 
kemudian menyalurkan cita-citanya sebagai penegak hukum. Selain 
menjadi penegak hukum, Patrialis juga berinisiatif bergabung dengan 
Lembaga Keadilan Hukum Univerisitas Muhammadiyah. Di lembaga 
tersebut, kemampuan Patrialis sebagai pengacara mulai terasah. Patrialis 
pernah menangani beberapa kasus, di antaranya kasus mengenai Hotel 
Citra, Patrialis juga terhitung aktif dalam organisasi Pemuda 
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Muhammadiyah. Dari sinilah, awal mula jejak langkah Patrialis di dunia 
politik terbentuk. Setelah berkenalan dengan Amien Rais, pada 1998, 
Patrialis ditawarkan untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional 
(PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI 
dua periode dari daerah pemilihan Sumatra Barat. 
Selain di kursi DPR Patrialis juga pernah punya kedudukan di kursi 
MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan 
UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH 
III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang 
merancang perubahan UUD 1945. Sedangkan di DPR, Patrialis tercatat 
menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. 
Patrialis melewati masa dua periode di DPR hingga ia akhirnya 
memutuskan untuk berhenti. 
Patrialis Akbar pun tercatat mulai aktif kembali di dunia politik 
dengan tergabung dalam Tim Sukses Pasangan SBY-Boediono pada 2009 
sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum. Ia pun terpilih menjadi 
Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Selama 
menjabat sebagai Menkumham, dia berusaha mengubah wajah hukum 
yang carut-marut di Indonesia. Ayah lima anak ini ingin menjadikan 
Kemenkumham menjadi law centre yang akan menjadi kebanggaan. 
Mengenai keterpilihannya sebagai hakim konstitusi, Patrialis 
menjelaskan dirinya sebelumnya sempat terpikir untuk menjadi hakim 
konstitusi. Hal itu tercetus ketika MK terbentuk pada 2003 dengan 
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ditetapkannya Undang-Undang MK. Ia pun sempat bersaing dengan 
rekannya sesama pelaku perubahan UUD 1945, yaitu Harjono. Dan 
Patrialis kalah satu suara kalah itu. Harjono pun adalah sahabat baik 
Patrialis Akbar karena mereka yang waktu itu sama-sama berada di badan 
pekerja MPR.  
Ketika pada 2013, Patrialis akhirnya terpilih menjadi hakim 
konstitusi setelah tidak lagi menjabat Menteri Hukum dan HAM. Di 
tengah tudingan berbagai pihak, Patrialis meyakinkan akan 
independensinya sebagai sebagai hakim konstitusi dan membuktikannya 
dengan kinerjanya. Patrialis menegaskan dirinya sama sekali sudah tidak 
terkait dengan partai politik sejak Desember 2011. Setelah menyatakan 
mundur dari partai politik dan menyatakan keinginannya untuk menjadi 
hakim konstitusi yang harus mempunyai sifat tegas lugas dan tidak 
memihak kepada pihak manapun. Patrialis bertekad untuk menegakkan 
keadilan. 
Bagi Patrialis, menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan 
keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Ia mengakui tidak 
memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan MK. Karena 
MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan 
kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi, menurut 
Patrialis Akbar.3 
                                                          
3http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=670 diakses 
01 agustus 2017 pukul 14.47 wib 
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Dari semua yang menjadi janji dan komitmennya Patrialis Akbar 
seolah harus menelan pil pahit. Patrialis justru melakukan tindakan yang 
mengecewakan banyak pihak terutama masyarakat indonesia, banyak 
orang menilai bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga yang bersih 
dari praktek korupsi, kenyataannya mahkamah konstitusi justru terjerumus 
untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi. Sebelumnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan hakim konstitusi 
Patrialis Akbar sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait uji materi di 
Mahkamah Konstitusi. KPK menangkap Patrialis setelah melakukan 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) antara rabu 25 Januari 2017 malam 
hingga kamis 26 Januari 2017. 
Salah satu surat kabar yang memberitakan tentang kasus suap 
tersebut adalah harian Kompas. Kompas adalah surat kabar nasional yang 
memiliki banyak kelebihan dibanding dengan koran lainnya. Koran 
Kompas menduduki peringkat 43 dalam daftar Top 200 Newspapers In 
The World (2016). Menurut 4 International Media & Newspaper. Dalam 
peringkat yang dipublikasikan di situs www.4imn.com, Kompas menjadi 
satu-satunya koran Indonesia dalam daftar tersebut. Sementara itu 
peringkat nomor satu ditempati The New York Times dari Amerika Serikat. 
4 Media & Koran Internasional adalah direktori internasional dan mesin 
pencari yang berfokus pada surat kabar di seluruh dunia. 4imn.com 
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mencakup 7.000 surat kabar, yang diberi peringkat oleh popularitas web di 
200 negara.4 
Kompas dikenal sebagai pemimpin pasar bagi koran-koran yang 
lain, dalam arti harga langganan dan harga ecerannya tertinggi diantara 
koran lainnya. Sebagai koran yang menjadi pemimpin pasar, sudah 
semestinya kompas memiliki mutu yang sudah tidak diragukan lagi. Baik 
dari isinya maupun dari unsur kebahasaannya. Harian kompas selalu 
menyajikan berita berita yang terkini yang terjadi selama satu hari 
sebelumnya. 
Keunggulan Kompas dibanding koran lain karena disebabkan dua 
hal utama. Pertama, sekalipun berita masih kurang, terutama berita lokal, 
Kompas terhitung banyak isinya dibanding koran nasional lain. Kedua, 
penyajian ragam ilmu pengetahuan secara tematik dan rutin. Hal ini 
menjadi nilai lebih karena koran lain tidak mengambil ilmu pengetahuan 
sebagai salah satu komoditi yang penting. 
Sebagai surat kabar yang sudah lama eksis di Indonesia. Surat 
kabar tersebut dapat dilihat dari konten berita yang dimuat didalamnya, 
terutama dalam konten berita utama. Konten yang membahas berita aktual 
dan terbaru, serta berita–berita yang sedang menjadi sorotan publik. Berita 
utama biasanya ditampilkan dalam headline. Melalui berita utama ini 
                                                          
4www.4imn.com (4 International Media & Newspaper) diakses 13 september 2017 pukul 
21.16 wib 
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pembaca dapat mengikuti perkembangan berbagai peristiwa penting 
terjadi.5 
Dalam pemberitaan yang menjerat hakim ketua Mahkamah 
Konstiusi, Patrialis Akbar sebagai tersangka. Pada edisi Januari sampai 
Februari 2017, Harian umum Kompas banyak memberitakan tentang 
bocornya draf putusan perkara uji materi nomor 129/puu/XII/2015. 
Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis diduga menerima suap sebesar 
sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau 
senilai Rp 2,15 miliar.6 
Terkait penangkapan Patrialis Akbar atas kasus tersebut 
menjadikan nama baik Mahkamah Konstitusi menjadi tercoreng. Karena 
pada dasarnya Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dan sebagai 
lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tinggi negara. Patrialis sendiri 
dulu juga pernah menyatakan hukuman yang diberikan kepada koruptor 
akan dikenai denda yang besar dan dimiskinkan. Akan tetapi kita bisa 
melihat Patrialis terjerat kasus suap dan termakan oleh kata-katanya 
sendiri. 
Di dalam Al Qur’an sudah dijelaskan di dalam surah An Nisa’ 
Ayat 29:  
                                                          
5e-journal.uajy.ac.id/1270/3/2KOM02219.pdf  Universitas Atma Jaya Yogyakarta di akses 
15 maret 2017 pukul 14:01 wib 
6http://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/20270171/patrialis.akbar.diduga.menerima.h
adiah.rp.2.15.miliar di akses pada 14 september 2017 pukul 22.54 wib 
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 ََرت نَع ًةَر ََِٰجت َنوَُكت َنأ َٰٓ َِّلَإ ِلِط ََٰبۡلٱِب مَُكنَۡيب مَُكل ََٰوَۡمأ ْا َُٰٓولُكَۡأت َلَ ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ اَهَُّيأ
َٰٓ ََٰي ْا َُٰٓوُلتَۡقت َلََو ۡۚۡمُكن ِ م ٖضا
اٗميِحَر ۡمُِكب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ۡۚۡمُكَُسفَنأ) ٩٢(  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.7 
Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa kita dilarang memakan 
yang bukan milik kita atau dalam artian dengan cara yang tidak baik. 
Karena pasti ada hak- hak milik orang yang seharusnya menjadi miliknya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar Harian Kompas atas 
kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar sebagai tersangka dengan 
menggunakan analisis framing. Dipilihnya framing yang digunakan untuk 
proses analisis, karena setiap media memiliki kebijakan yang berbeda-
beda dalam membingkai sebuah isu yang berkembang, dan perbedaan 
kebijakan merupakan hal yang lumrah karena setiap media menganut 
kebijakan redaksi yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan 
tetapi meskipun berbeda setiap media dan wartawan harus tunduk dengan 
aturan yang ada yaitu UU No 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. 
Penelitian ini menggunakan Framing Robert N. Entman, alasan 
peneliti memakai framing tersebut karena dengan menggunakan Define 
                                                          
7Anwar Abu Bakar. At-Tanzil Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2011), h. 83 
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Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment 
Recommendation, yang dimiliki Robert N. Entman, peneliti lebih mudah 
dalam mengupas berita tentang kasus suap Patrialis Akbar. Mulai dari 
pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat 
keputusan moral dan menekankan penyelesaian masalah. Dengan empat 
elemen tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana posisi dan sikap 
media cetak Harian Kompas dalam memberitakan kasus suap Patrialis 
Akbar kepada khalayak. 
Alasan memilih kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar sebagai 
bahan yang akan diteliti karena pemberitaan ini menarik untuk dibahas, 
terlebih pada pemberitaan Harian Kompas tentang di tangkapnya Patrialis 
Akbar oleh KPK dan bocornya draf putusan perkara uji materi nomor 
129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Miris 
mendengarnya jika seorang pejabat yang berposisi sebagai Hakim yang 
notabenenya adalah pelopor penegak hukum justru melakukan sebuah 
pelanggaran hukum. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik 
melakukan penelitian tentang analisis framing dengan judul 
“Pembingkaian Berita Kasus Suap Patrialis Akbar di Harian Kompas 
(Analisis framing Robert N. Entman Harian Kompas Edisi Januari – 
Februari 2017)”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 
didapatkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Berita tentang kasus suap Akil mochtar sebelumnya pernah 
terjadi di mahkamah konstitusi pada kurun waktu 2011-2013. 
2. Seorang hakim ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya 
menjadi contoh untuk mentaati hukum. 
3. Adanya suap untuk memuluskan perkara tertentu kepada 
Patrialis Akbar. 
4. Patrialis Akbar mencoreng nama baik mahkamah konstitusi 
untuk kedua kalinya. 
5. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga hukum tertinggi, 
sehingga menjadi sorotan banyak pihak. 
6. Pada edisi Januari – Februari 2017 Harian Kompas banyak 
memberitakan tentang bocornya draft putusan perkara uji 
materi nomor 129/puu/XII/2015. 
C. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di 
jelaskan, maka peneliti menetapkan batasan dari permasalahan. Penelitian 
ini dibatasi pada berita kasus suap Patrialis Akbar dalam koran Harian 
Kompas pada edisi Januari – Februari 2017. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka di 
dapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pembingkaian berita kasus suap Patrialis Akbar dalam koran Harian 
Kompas edisi Januari - Februari 2017? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pembingkaian berita atas kasus suap Patrialis Akbar dalam koran Harian 
Kompas edisi Januari – Februari 2017. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademik 
Penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai 
pembingkaian terhadap berita Kasus Suap Patrialis Akbar dalam 
harian umum Kompas. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk media 
massa dalam hal pemberitaan sebuah kasus maupun peristiwa. 
b. Sebagai rujukan penelitian-penelitian yang akan datang terutama 
penelitian yang berkaitan dengan komunikasi massa khususnya 
analisis framing media massa dalam hal pemberitaan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Komunikasi Massa 
a. Pengertian Komunikasi Massa 
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (message) dari 
sumber (komunikator) dengan memakai alat (media) tertentu kepada 
penerima pesan (komunikan) Onong Uchjana menjelaskan komunikasi 
sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang 
lain untuk memberitahukan atau merubah sikap, pendapat, atau 
perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui 
media.8 
Komunikasi massa adalah komunikasi yang proses penyampaian 
pesan disalurkan (menggunakan) media massa seperti radio, televisi, 
surat kabar, majalah. Dalam komunikasi ini komunikannya berjumlah 
besar dan di terima secara bersamaan serta jika dilakukan 
menggunakan media biasannya bersifat satu arah.9 
 
 
 
 
 
                                                          
8Ernanto. (2005). Wawasan Jurnalistik Praktis: Peluang dan Tantangan Wartawan Kreatif 
(Yogyakarta: Cinta Pena). h. 29. 
9Ibid, h. 31. 
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b. Karakteristik Komunikasi Massa 
Karakteristik komunikasi massa meliputi sifat dan unsur yang 
tercakup didalamnya.10 Adapun karakteristik komunikasi massa 
adalah : 
1. Sifat komunikan, yaitu komunikasi massa yang ditujukan 
kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar, heterogen, dan 
anonim. Jumlah besar yang dimaksudkan hanya dalam 
periode waktu yang singkat saja dan tidak dapat diukur, 
beberapa total jumlahnya. Bersifat heterogen berarti khalayak 
bersifat berasal dari latar belakang dan pendidikan, usia, 
suku, agama, pekerjaan. Sehingga faktor yang menyatukan 
khalayak yang heterogen ini adalah minat dan kepentingan 
yang sama. Anonim berarti bahwa komunikator tidak 
mengenal siapa khalayaknya, apa pekerjaannya, berapa 
usianya, dan lain sebagainya. 
2. Sifat media massa, yaitu serempak dan cepat. Serempak 
(Simultaneously) berarti bahwa keserempakan kontak antara 
komunikator dengan komunikan yang demikian besar 
jumblahnya. Pada saat yang sama, media massa dapat 
membuat khalayak secara serempak dapat menaruh perhatian 
kepada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selain itu 
sifat dari media massa adalah cepat (rapid), yang berarti 
                                                          
10Tommy Suprapto. (2006). Pengantar Teori Komunikasi. (Yogyakarta : Media Pressindo). 
h. 25 
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memungkinkan pesan yang disampaikan pada banyak orang 
dalam waktu yang cepat. 
3. Sifat pesan, Pesan yang disampaikan melalui media massa 
adalah bersifat umum (Public). Media massa adalah sarana 
untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk 
kelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi melalui 
media massa sifatnya umum, maka lingkungannya menjadi 
universal tentang segala hal, dan dari berbagai tempat di 
seluruh dunia. Sifat lain dari pesan melalui media massa 
adalah sejenak (Transient), yaitu hanya untuk sajian seketika 
saja. 
4. Sifat komunikator, karena meida massa merupakan lembaga 
organisasi, maka komunikator dalam komunikasi massa, 
seperti wartawan, sutradara, penyiar, pembawa acara, adalah 
komunikator yang terlembagakan. Media massa merupakan 
organisasi yang rumit, pesan-pesan yang disampaikan kepada 
khalayak adalah hasil kerja kolektif, oleh sebab itu, berhasil 
tidaknya komunikasi massa ditentukan oleh berbagai faktor 
yang terdapat dalam orginisasi massa. 
Sifat atau efek yang ditimbulkan pada komunikan tergantung 
pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator. 
Apakah tujuannya agar komunikan hanya sekedar tahu saja, atau 
komunikan berubah siap dan pandangannya, atau komunikan dapat 
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berubah tingkah lakunya, bahkan komunikan hanya mengkonsumsi 
berita sesuai dengan kebutuhan yang ingin mereka dapatkan dari 
media, misalnya informasi tentang tempat liburan di akhir pekan, 
tempat olahraga yang tepat untuk menyegarkan tubuh, serta berbagai 
informasi kuliner yang dapat memanjakan lidah, atau infomasi pasar 
tentang perkembangan berbagai harga untuk komoditi atau barang 
tertentu. 
c. Fungsi Komunikasi Massa 
Menurut Cangara, komunikasi tidak hanya diartikan sabagai 
pertukaran berita atau pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan 
kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide.11 Komunikasi 
massa dapat berfungsi untuk : 
1. Informasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan 
data, fakta, opini, pesan, komentar, sehingga orang bisa 
mengetahui keadaan yang 
2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mmengajarkan ilmu 
pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-
nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat 
secara efektif. 
3. Motivasi, mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang 
lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar, melalui 
media massa. 
                                                          
11Sunardian Wirodono. (2006). Matikan TV Mu: Teror Media Televisi di Indonesia. 
(Yogyakarta : Resist Book). h. 42 
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4. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi untuk mencapai 
persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal 
yang menyangkut orang banyak. 
5. Pendidikan, yaitu dengan menyajkan informasi yang 
mengandung nilai edukasi, sehingga membuka kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan secara informal. 
6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan 
hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran siaran radio, 
televisi, atau media cetak. pertukaran ini memungkinkan 
penigkatan daya kreativitas guna memajukan kebudayaan 
nasional masing-masing negara, serta memperkuat kerjasama 
masing-masing negara. 
7. Hiburan, media massa adalah sarana yang banyak menyita 
waktu luang semua golongan usia, dengan difungsikannya 
sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetikanya 
dituangkan dalam bentuk lagu, lirik, bunyi, gambar, dan 
bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan 
seperti halnya hiburan lain. 
8. Integrasi, yaitu banyaknya negara-negara didunia dewasa ini 
diguncang oleh kepentingan-kepentingan tertentu, karena 
perbedaan etnis dan ras.  
Komunikasi seperti satelit dapat digunakan untuk 
menghubungkan perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan 
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memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Robert K, 
Avery menyatakan bahwa media massa memiliki fungsi sebagai 
berikut : 
1. The surveilance of environtment, yaitu media massa 
berfungsi sebagai pengamatan terhadap lingkungan, 
penyingkap ancaman, dan kesempatan untuk mempengaruhi 
nilai masyarakat, serta sebagai sebagain unsur didalamnya. 
2. The correlation of the part of society in responden to the 
environment, yaitu fungsi media massa untuk mengadakan 
korelasi antara informasi data yang diperoleh dengan 
kebutuhan khalayak sasaran, karena komunikator lebih 
menekankan pada seleksi evaluasi dan interprestasi. 
3. The transmission the social heritage from one generation to 
the next generation, yaitu media massa berperan untuk 
memindahkan nilai-nilai budaya dan warisan dari satu 
generasi ke generasi lainnya. 
d. Bentuk-Bentuk Komunikasi Massa 
Secara umum bentuk-bentuk media massa, dalam hal ini media 
massa cetak, adalah sebagai berikut: 
1. Surat Kabar 
Dalam peradaban umat manusia, surat kabar merupakan 
media massa cetak paling tua dibandingkan media massa cetak-
media cetak lainnya. Seperti buku, majalah, dan tabloid. Dan 
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sampai hari ini surat kabar merupakan media massa cetak yang 
paling banyak dinikmati oleh para pembaca (reader) di seluruh 
dunia.12 
a. Jenis-jenis surat kabar  
1. Media Cetak 
Media cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesan 
verbalnya (tertulis) maupun dalam gambar gambar seperti 
karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Media 
ini sangat baik disebar luaskan untuk mereka yang bisa 
membaca dan memiliki waktu senggang yang cukup. Surat 
kabar atau media cetak lainnya memiliki kelebihan, yakni 
dapat dibaca oleh banyak orang terutama dalam satu rumah 
tangga, asrama, hotel atau di perpustakaan dan kelebihan lain 
media cetak adalah berwujud, sehingga tidak akan lekang 
dengan perkembangan zaman.13 Adapun media cetak memiliki 
beberapa jenis yaitu: 
a. Koran 
Berasal dari bahasa belanda: krant, dari bahasa Perancis 
courant atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan 
dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya 
rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita 
terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa politik, 
                                                          
12Paryati Sudarman. menulis di media massa,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 10-11 
13Ahmad Zaini. “Dakwah Melalui Media Cetak”, (At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi 
Penyiaran Islam,  2015), h. 63. 
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kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, tergantung peristiwa 
yang hangat terjadi di sebuah wilayah. Koran juga bisa berisi 
kartun, teka teki silang, dan hiburan lainnya. Ada juga koran 
yang di kembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya 
berita penggemar teknologi, olahraga, seni atau partisipan 
kegiatan tertentu.14 
b. Majalah 
Majalah adalah publikasi atau terbitan berkala yang memuat 
berbagai artikel, berita olahan (dept reporting), berita 
investigasi, cerita, dongeng, mitos dan legenda. Majalah 
dicetak dalam lembaran kertas berukuran kuarto, folio, atau 
bahkan lebih kecil, dengan ciri-ciri utama di jilid seperti buku, 
berbeda dengan koran majalah biasanya dicetak dengan tinta 
yang berwarna untuk menarik pembaca.15 
c. Jurnal 
Jurnal adalah catatan harian atau buku harian. Sebagai salah 
satu ragam bentuk tulisan yang amat pribadi, jurnal memuat 
kisah, pengalaman, pikiran, atau peristiwa yang secara runtut 
menimpa pribadi penulisnya. Oleh karena itu dalam gaya 
sangat bebas dan biasanya tertutup bagi orang lain. 
                                                          
14Reni Nuraini Putri Habibi. Manajemen Redaksi Harian Republika Dalam Menghadapi 
Persaingan Industri Media Cetak. Skripsi Sarjana Komunikasi Islam, Jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah), h. 33. 
15Wahyu Wibowo. Berani menulis Artikel: Babak Baru, Kiat Menulis Artikel, untuk Media 
Massa Cetak. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 22. 
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Tetapi di era modern ini kita juga mengenal jurnal ilmiah, 
yaitu penerbitan berkala yang diterbitkan perguruan tinggi. 
Wujudnya bisa berupa majalah, koran, bisa pula seperti 
buletin. Isinya sangat khas, yakni hasil dari penelitian atau 
hasil terobosan baru yang dilakukan kalangan akademik 
perguruan tinggi sesuai disiplin ilmunya.16 
d. Tabloid 
Adalah kumpulan berita olahan atau berita investigatif, 
artikel, cerita, atau iklan yang terbit berkala biasanya setiap 
minggu sekali, dan dicetak dalam kertas yang ukurannya lebih 
kecil ketimbang plano (broadsheet).17 
e. Buletin  
Adalah kumpulan berita, artikel, cerita, atau iklan yang 
terbit berkala, dan dicetak dalam kertas berukuran broadsheet. 
Bentuknya tidak beda jauh dengan majalah, hanya sedikit 
sederhana. Sesuai tujuan penerbitannya, biasanya buletin tidak 
diperjual belikan dipasaran, tetapi lebih kepada penerbitan 
internal suatu organisasi (terkelompok sebagai in-house 
magazine).18 
2. Media elektronik 
Media Elekctronik merupakan media yang berbasis 
teknologi yang sudah mempunyai kemajuan sehingga khalayak 
                                                          
16Ibid, h. 23. 
17Ibid, h. 24. 
18Ibid, h. 25. 
22 
 
 
 
bisa mengakses dengan mudah. Media elektronik dibagi 
menjadi 2 yaitu: 
a. Radio  
Radio adalah Media massa yang sangat penting, oleh 
karena lebih banyak orang yang dapat menangkap atau 
mendengar radio daripada lainnya. Juga siaranya akanlebih 
cepat sampai ke pendengarnya tanpa memandang perbedaan 
letak geografis, daripada misalnya berita-berita di surat 
kepada pembacanya.19 
b. Televisi 
Televisi merupakan merupakan perkembangan dari 
radio dan film, orang kemudian dapat menciptakan televisi, 
yang merupakan kombinasi dari dua-duanya. Keuntungan 
dari radio dan film dapat dicakup oleh televisi, bahkan 
masih ada keuntungannya lagi. Kalau dengan radio orang 
hanya dapat mendengarkan berita dan hiburan saja, tetapi 
dengan televisi dapat menyaksikan gambarnya.20 
Dari dua pengertian diatas yaitu media televisi dan 
radio dapat kita lihat bahwa kedua media tersebut 
mempunyai banyak kesamaaan, karena media televisi 
merupakan perkembangan dari media radio. Media televisi 
selain menyajikan suara juga gambar, sedangkan media 
                                                          
19A W Widjaja. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. (Jakarta: BUMI ASKARA Jakarta 
Anggota IKAPI, 1993), h. 79. 
20Ibid, h. 84. 
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radio hanya menyajikan suara. Televisi dan radio hanya 
dapat dilihat dan didengar oleh penontonnya secara sepintas 
(tidak dapat diulang) sedangkan media cetak membacanya 
dapat diulang-ulang.21 
2. Berita 
a. Pengertian Berita 
Secara etimologis istilah “berita” dalam bahasa Indonesia 
mendekati istilah “bericht (en)” dalam bahasa Belanda. Kemungkinan 
besar kedua istilah itu saling berkaitan mengingat Indonesia berabad-
abad di jajah oleh Belanda. Dalam bahasa Belanda istilah “bericht 
(en)” di jelaskan sebagai “mededeling” (pengumuman).22 
Banyak definisi tentang berita yang dapat diketahui dari 
berbagai sumber. Secara sederhana berita dapat diartikan sebagai 
sebuah pesan yang berupa fakta. Di kalangan para wartawan berita 
atau biasa disebut “news” adalah sebuah singkatan yang berarti North, 
East, West, South. Dari istilah tersebut mereka dapat ditemukan 
dimana saja sesuai dengan arah mata angin. Berita dapat ditemukan 
dimana saja sesuai dengan istilah tersebut. Analogi tersebut tidaklah 
salah dan dapat diterima secara logis. 
Salah satu konsep berita yang cukup menarik adalah berita 
sebagai fakta objektif. Sebuah berita haruslah bersifat factual dan 
objektif. Factual berarti mengandung sebuah fakta-fakta atau 
                                                          
21Wahyudi. Jurnalistik Televisi. Bandung: Penerbit Alumni. 1985. h. 40. 
22Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik. 
(Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), h. 103. 
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kebenaran bukan kejadian yang direkayasa. Sedangkan objektif adalah 
berita yang mempunyai sifat bebas, tidak memihak atau membela 
suatu aspek tertentu atau berimbang. Tetapi nilai objektif untuk 
sebuah fakta merupakan hal yang membingungkan, karena tidaklah 
mungkin ada objektifitas yang secara mutlak. 
Menurut Charnley dan James M. Neal berita adalah laporan 
tercepat tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, 
kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus 
secepatnya disampaikan kepada khalayak.23 
“Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan 
menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema 
tertentu dalam satu kategori tertentu. Seperti yang dikatakan 
MacDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, dan 
semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa 
itu tidak serta merta menjadi berita, karena batasan yang disediakan 
dan dihitung, mana berita dan mana bukan berita. Berita karenanya 
peristiwa yang telah ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu 
sendiri”24 
b. Jenis-Jenis Berita 
1. Berita langsung (straight news), adalah laporan langsung mengenai 
suatu peristiwa. 
                                                          
23 Sudarman. Op. cit. h. 75. 
24Eriyanto. (2002). Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: 
Lkis Yogyakarta).  h. 102. 
25 
 
 
 
2. Berita mendalam (depth news), merupakan laporan yang sedikit 
berbeda dengan staright news yaitu wartawan menghimpun 
informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai 
informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. 
3. Berita menyeluruh (comprehensive news), merupakan laporan 
tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai 
aspek. 
4. Berita interpretatif (interpretative news), yaitu berita yang 
memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa 
kontroversial. 
5. Karangan khas (feature story), adalah penyajian berita yang 
menarik perhatian pembacanya, biasanya menyajikan suatu 
pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan 
dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. 
6. Pelaporan berita mendalam (depth reporting), adalah pelaporan 
jurnalistik yang bersifat sederhana, tajam, lengkap dan utuh tentang 
suatu peristiwa fenomenal atau aktual. 
7. Pelaporan penyelidikan (Investigative reporting), berita jenis ini 
memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi, yaitu 
wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang 
tersembunyi demi tujuan, seringkali pelaksanaannya ilegal atau 
tidak etis. 
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8. Penulisan tajuk rencana (editorial writing), adalah pikiran sebuah 
institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum, penyajiannya 
berupa fakta dan opini yang memengaruhi pendapat umum.25 
c. Nilai-Nilai Berita 
Adapun nilai-nilai berita yang menentukan layak di jadikan 
berita, adalah sebagai berikut: 
1. Penting (Important) 
Penting di sini ada dua pengertian, yaitu: 
a. Orang Penting (Important People) 
Kegiatan dan pernyataan orang penting dan orang ternama 
selalu menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, 
media massa sering mengangkatnya menjadi berita. 
b. Peristiwa Penting (Important Events) 
Penting atau tidaknya peristiwa tergantung pentingnya bagi 
khalayak. Peristiwa yang dinilai penting misalnya, 
pelantikan pejabat, penangkapan koruptor, pengejaran 
penjahat oleh polisi, bencana alam, pengumuman 
pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM), dan lain-lain. 
2. Menarik (Interesting) 
Ketertarikan manusia pada sesuatu bukan saja karena peristiwa 
penting dan aktual tetapi juga karena: 
                                                          
25AS Haris Sumadiria. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis 
Jurnalis Profesional. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 69-71. 
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a. Sesuatu yang tidak biasanya (Unusual) 
Peristiwa atau sesuatu yang tidak biasanya atau sesuatu yang 
tergolong aneh akan dapat perhatian khalayak (penonton, 
pendengar, pembaca. 
b. Berkaitan dengan Unsur Seks (Sex) 
Peristiwa yang terkait dengan kebutuhan biologis manusia, 
seperti kasus pemerkosaan, perselingkuhan, pernikahan, dan 
lain-lain. 
c. Pertentangan (Conflict) 
Konflik antar Negara, antar suku, atau antar ras dan antar 
agama dapat menimbulkan rasa ketertarikan khalayak 
mengenai apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan 
bagaimana penanganan konflik tersebut.. 
d. Semua yang Lucu (Humor) 
Sesuatu yang lucu yang membuat orang tertawa atau senang 
seperti lawakan dan diangkat menjadi bahan siaran oleh 
media massa. 
e. Human Interest 
Segala sesuatu yang menyentuh rasa insani manusia, dapat 
menggugah perasaan orang dan membangkitkan rasa simpati 
penonton, pendengar, atau pembaca. 
f. Kedekatan (Proximity) 
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Suatu peristiwa yang dekat dengan khalayak, baik dekat 
secara geografis maupun emosional yang dapat menarik 
perhatian penonton, pendengan, dan pembaca. 
g. Ketegangan (Density) 
Suatu ketegangan yang dapat menarik perhatian orang, 
seperti penyanderaan. 
h. Kemajuan (Development) 
Kemajuan yang memiliki unsur menarik hingga layak 
dijadikan berita, seperti kemajuan pembangunan, ilmu, 
yeknologi, dan lain-lain. 
3. Aktual (Actual) 
Aktualitas media massa ada beberapa tingkatan, yaitu: 
a. Paling Aktual (The Most Actual) 
Informasi yang dipublikasikan kepada khalayak bersamaan 
dengan terjadinya peristiwa, biasanya disiarkan langsung 
(live) oleh televisi. 
b. Cukup Aktual (Actual) 
Informasi yang dipublikasikan kepada khalayak pada hari 
yang sama terjadinya peristiwa. 
c. Kurang Aktual (Not So Actual) 
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Untuk radio dan televisi, kurang aktualnya sebuah berita 
apabila disiarkan pada hari dimana peristiwa terjadi sehari 
sebelumnya.26 
d. Sifat Berita 
Berdasarkan isi materinya, berita di bedakan menjadi 3 sifat, yaitu: 
1. Berita Berat (Hard News) 
Arti berita berat yaitu adalah berita yang dapat berpengaruh ke 
pembaca, dimana pembaca akan mendapatkan dampak psikologis 
setelah membaca berita ini. Contohnya: berita pembunuhan, berita 
kecelakaan. 
2. Berita Sedang (Midle Range News) 
Berita sedang merupakan berita yang tidak terlalu keras dan juga 
tidak terlalu ringan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak 
psikologis terhadap pembacanya, walaupun tidak mempunyai 
kesamaan. Dan biasanya efek psikologis yang mendalam dapat 
dirasakan oleh pembaca yang mempunyai keterkaitan dengan berita 
tersebut, misalnya seorang buruh lebih menaruh perhatian besar 
terhadap berita tentang demonstrasi buruh, dibandingkan seorang 
yang tidak memiliki keterkaitan dengan topik demonstrasi buruh 
tersebut. 
3. Berita Ringan (Soft News) 
                                                          
26 Jani Yosef. To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang 
profesional. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 27-33. 
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Berita ringan identik dengan mempunyai sifat yang dapat 
menghibur, tak jarang juga terdapat selingan humor didalam berita 
ini, contohnya berita tentang lomba tentang burung berkicau, berita 
tentang hewan langka. Dan lain sebagainya.27 
3. Kebijakan Redaksional 
Adalah dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk 
memberitakan atau menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksi bersifat 
penting karena menentukan sikap media dalam menyikapi sebuah 
peristiwa, karena dalam pers yang penting bukan hanya peristiwa saja 
akan tetapi sikap terhadap peristiwa itu sendiri.28 
Henz Eulau dan Kenneth Previt dalam Dewanto, merumuskan 
kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang 
berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat 
kebijakan dan yang melaksanakannya. Sekumpulan penulis, penyunting 
atau pengisi halaman surat kabar, majalah atau buku. Dewan yang 
memilih dan menetapkan dimuat atau tidaknya suatu berita atau tulisan 
dalam suatu media massa. Karya jurnalistik tidak dapat dipisahkan dari 
kebijakan redaksional yang ada di newsroom, termasuk penghayatan 
nilai-nilai jurnalisme yang dianut oleh redaktur dan jurnalis di 
lapangan.29 
                                                          
27 Sudarman. Op.cit, h. 88. 
28 Dyas Mulyani Benazir. “kebijakan Redaksional Situs Berita Detik Com Pada Jejaring 
Sosial Twitter” (Skripsi Sarjana Komunikasi Islam, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
UIN Syarif Hidayatullah, 2015). h. 15. 
29Oki Setiaji Dewanto. Kebijakan Redaksional Dalam Penayangan Program Anak di 
Trans7. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), h. 122. 
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4.  Korupsi 
a. Pengertian Korupsi 
Korupsi berasal dari bahasa latin ―corruptio” atau 
―corruptos” yang artinya korupsi. Kemudian dari bahasa Latin 
tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), 
“corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). 
Sedangkan secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 
penyimpangan dari kesucian.30 
b. Undang-Undang Korupsi  
Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan dengan diundangkannya UU 
Korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi 
perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka 
mencegah dan memberantas korupsi yang merugikan keuangan dan 
perekonomian negara khususnya, serta masyarakat pada umumnya. 
Dalam perspektif hukum, korupsi dijelaskan secara terperinci dalam 
30 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 
2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 
7 (tujuh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut 
                                                          
30Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi untuk Pergruan 
Tinggi, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 23. 
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menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa 
dikenakan pidana penjara karena korupsi. 
c. Bentuk-Bentuk Korupsi 
Ada berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi. 
Tindakan-tindakan tersebut kemudian disebut dengan bentuk korupsi. 
Beberapa bentuk korupsi menurut buku saku yang dikeluarkan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sebagai berikut: 
1. Kerugian keuangan negara, yaitu secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada. 
2. Suap menyuap, yaitu suatu tindakan memberi dan menerima suap, 
baik berupa uang maupun barang. 
3. Penggelapan dalam Jabatan, yaitu pegawai negeri atau orang selain 
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum 
secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau 
digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan 
perbuatan tersebut. 
4. Pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
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memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
5. Perbuatan curang, termasuk perbuatan curang yang merugikan 
maupun membahayakan keselamatan negara. 
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, adalah situasi dimana 
terdapat konflik kepentingan dengan memanfaatkan kedudukan 
atau wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, dan 
berpotensi merugikan instansi atau negara. 
7. Gratifikasi, yaitu pemberian sesuatu dalam arti luas baik uang, 
barang maupun fasilitas. Jika dilakuakan oleh pegawai negeri maka 
dianggap sebagai pemberian suap.31 
5.  Framing 
a. Pengertian Framing 
 Menurut Sobur “Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 
bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan 
ketika menyeleksi isu dan menulis berita”.32 Berdasarkan pengertian 
tersebut, penulis memahami bahwa framing adalah bagaimana wartawan 
melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin ia 
sampaikan kepada pembaca. Pada proses penyeleksian itu, tidak semua 
fakta yang didapat wartawan dituangkan pada berita. Namun, ada fakta 
yang sengaja ditonjolkan, tapi ada juga fakta yang dibuang. Semua itu 
tergantung dengan apa yang ingin ia sampaikan pada pemberitaan 
                                                          
31Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, op. cit., h. 25-27. 
32Alex Sobur. “Analisis Teks Media”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 162 
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tersebut. Menurut Eriyanto “Pada dasarnya framing adalah metode untuk 
melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa33. Cara 
bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang 
dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari 
konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk 
melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing 
juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai 
oleh media.” 
 Dari kedua tujuan penggunaan analisis framing yang diungkapkan 
Eriyanto, pada penelitian ini penulis menggunakan framing untuk melihat 
bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Dalam pengkonstruksian 
tersebut, media menggunakan sudut pandang mereka dalam menulis 
berita. Hal itu dimaksudkan untuk membentuk opini publik agar sesuai 
dengan apa yang dipikirkan media. Gitlin (1980) dalam Ibnu Hamad 
(2004) mengungkapkan, “Pembuatan frame itu sendiri didasarkan atas 
berbagai kepentingan internal maupun eksternal media, baik teknis, 
ekonomis, politis ataupun ideologis”.34 Dapat dikatakan bahwa pada 
proses konstruksi, media dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam 
penyeleksian isu tersebut. 
 Sedangkan Aditjondro, seperti yang dikutip Sudibyo 
mendefinisikan: Framing sebagai metode penyajian realitas di mana 
                                                          
33Eriyanto. Op. cit. h.10 
34Ibnu Hamad. “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa” (Jakarta: Granit, 2004), h. 
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kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan 
dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-
aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya 
konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi 
lainnya.35 Dengan kata lain menurut Aditjondro, framing digunakan 
untuk merekonstruksikan realitas dengan cara membelokkan suatu 
kejadian berdasarkan pandangan wartawan. 
 Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan framing 
adalah metode yang digunakan untuk menyajikan berita dengan cara 
mengkonstruksi realitas sesuai dengan apa yang dipikirkan media. 
“Setiap hasil laporan adalah hasil konstruksi realitas atas kejadian yang 
dilaporkan”.36 Jadi, apa yang disampaikan media adalah laporan 
mengenai realitas yang telah dikonstruksikan berdasarkan sudut pandang 
media. 
 Lebih lanjut Hamad mengatakan, “Seluruh isi media tiada lain 
adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality) dalam 
bentuk wacana yang bermakna. Maksudnya adalah, apa yang 
dikontruksikan media bukan semata-mata tanpa maksud dan tujuan. 
Semua dilakukan untuk menceritakan kembali realitas kepada khalayak, 
namun dari sudut pandang media. 
b. Efek Framing 
1. Menonjolkan aspek tertentu mengaburkan aspek lain. 
                                                          
35 Sobur. op.cit, h. 165 
36 Hamad. op.cit, h. 11 
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Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu 
dari realitas. Dalam penulisan disebut sebagai fokus. Berita secara 
sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada 
aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. 
2. Menampilkan sisi tertentu melupakan sisi lain. 
Pada aksi demonstrasi mahasiswa yang banyak berakhir dengan 
bentrokan. Berita secara panjang lebar menggambarkan proses 
bentrokan, mahasiswa yang nekat menembus barikade, dan 
akhirnya diwarnai dengan puluhan mahasiswa yang luka-luka. 
Dengan menampilkan sisi yang seperti ini dalam berita, ada sisi 
lain yang terlupakan yaitu apa tuntutan dari mahasiswa tersebut. 
Seolah dengan menggambarkan berita seperti ini, demonstrasi 
tersebut tidak ada gunanya. Mahasiswa hanya bermaksud mencari 
sensasi dan berusaha membuat keributan saja di tengah masyarakat. 
3. Menampilkan aktor tertentu menyembunyikan aktor lainya. 
Berita seringkali juga memfokuskan pemberitaan pada aktor 
tertentu. Tetapi efek yang segera terlihat adalah memfokuskan pada 
satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang 
mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi 
tersembunyi. 
c. Framing Model Robert N. Entman 
Menurut Robert N. Entman, framing merupakan proses seleksi dari 
berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih 
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menonjol di bandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan informasi-
informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan 
alokasi lebih besar dari pada sisi yang lain lebih lanjut didefinisikan 
framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang di terima dan 
membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. 
Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi 
terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran 
penyelesaian sebagaimana masalah itu di gambarkan. 
Penonjolan tertentu dari isu berhubungan dengan penulisan fakta. 
Ketika aspek tertentu dari peristiwa atau isu telah dipilih, aspek tersebut 
di tulis sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan 
citra tertentu untuk di tampilkan kepada khalayak. 
Selanjutnya Entmant membuat konsep empat dimensi besar 
tersebut dalam sebuah perangkat framing, yaitu: 
1. Definisi masalah (Defining Problem) yaitu mengartikan atau 
menjelaskan masalah apa yang akan di beritakan. Elemen ini 
merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia 
menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika 
ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut 
dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan 
bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang 
berbeda. 
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2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes) yaitu melihat 
penyebab masalah yang di beritakan. Ini merupakan elemen 
framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari 
suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (what), tetapi juga 
bisa berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja 
menentukan apa dan siapa yang di anggap sebagai sumber masalah. 
Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab 
masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda 
pula. 
3. Membuat keputusan moral (Make moral judgement/evaluation) 
yaitu penyelesaian apa yang di sajikan untuk menjelaskan masalah 
atau nilai moral apa yang di pakai untuk melegitimasi tindakan. 
Elemen framing yang di pakai untuk membenarkan / memberi 
argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika 
masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan 
di butuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung 
gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu 
yang familiar dan dikenal oleh khalayak. 
4. Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) yaitu 
penyelesaian apa yang di tawarkan untuk mengatasi masalah. 
Elemen apa yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki 
wartawan untuk penyelesaian masalah. Elemen ini dipakai untuk 
menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang 
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dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja 
sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa 
yang dipandang sebagai penyebab masalah. 
Dari pemaparan kerangka teori di atas maka di gambarkan 
kerangka konseptual dari penelitian ini berdasarkan teori Robert N. 
Entman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Framing menurut Robert N Entman.
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37Qary Masita “pemberitaan harian kompas tentang status keistimewaan daerah istimewa 
Yogyakarta (analisis framing) Jurnal 2012. h.19-20. 
Framing 
 Seleksi isu 
 Penonjolan aspek 
tertentu dari isu/berita 
 
Berita 
(Moral evaluation) 
penilaian atas sebab 
masalah 
(Treatment 
recommendation) 
saran 
penanggulangan 
masalah 
(Problem 
identification) 
peristiwa di lihat 
sebagai apa 
(Diagnose causes) 
memperkirakan 
sumber masalah 
40 
 
 
 
B. Kajian Pustaka 
Dalam menyusun penelitian ini, ada beberapa acuan yang digunakan penulis 
diantaranya: 
Pertama, Berita Pelanggaran Partai Politik dalam Pemilu 2004 Pada Media 
Lokal (Studi analisis Framing Terhadap Pelanggaran Partai Golkar, PDIP, dan 
PAN Dalam Pemilu 2004 Pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode 
Maret 2004) yang diteliti oleh Salam Abadi (2005). Dalam skripsi tersebut penulis 
menggunakan model analisis framing Gamson dan Modigliani, dan membahas 
tentang bagaimana berita yang dikembangkan oleh KR lebih menonjol untuk 
mengedepankan bahwa agenda pemilu ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai 
dengan apa yang diinginkan. Adanya pelanggaran yang terjadi justu semakin 
mengurangi nilai demokratisasi yang sedang dijalankan. 
Penelitian tersebut menggunakan Kedaulatan Rakyat sebagai subjeknya, 
sedangkan penulis akan menggunakan Kompas sebagai subjeknya. Kemudian 
perbedaanya lagi yaitu penggunaan teori yang berbeda, Salam Abadi 
menggunakan teori Gamson dan Modigliani, sedangkan penulis menggunakan 
teori Robert N. Entman. 
Kedua, Analisis Framing pemberitaan Malinda Dee di Detik Com, Majalah 
Tempo, dan Metro Tv, yang di teliti oleh Nurul Hasfi (2011). Dalam penelitian 
tersebut penulis menggunakan model analisis framing model Pan dan Kosicki dan 
membahas tentang bagaimana ketiga media tersebut dalam membingkai kasus 
yang menjerat Melinda Dee, seorang pelaku kejahatan yang dalam 
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pemberitaannya memunculkan pemberitaan yang bias karena keluar dari konteks 
permasalahan. 
Populasi penelitian tersebut diambil selama kurun waktu dua minggu, 
sedangkan penulis akan mengambil selama kurun waktu dua bulan, penulis pun 
meniliti media yang berbeda yaitu Harian Kompas dan menggunakan analisis 
Robert N Entman. 
Ketiga, Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya 
Surya Paloh dari Partai Golkar di Media Indonesia.com dan Vivanews.com 
Tanggal 7 September 2011) yang di tulis oleh Gema Mawardi (2011) penulis 
menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki. Disini penulis 
menggunakan dua media sebagai subjeknya yaitu Media Indonesia.com dan 
Vivanews.com yang merupakan media online, sedangkan penulis sendiri 
menggunakan Harian Kompas sebagai subjeknya. 
Dalam penelitian tersebut penulis menganalisis apa yang dilakukan Media 
Indonesia.com terhadap mundurnya Surya Paloh dari partai Golkar sangat 
berpihak pada kepentingan pemilik media. Disini penulis ingin melihat bagaimana 
Harian Kompas dalam pembingkaian Kasus suap Patrialis Akbar seorang ketua 
Mahkamah konstitusi yang melakukan korupsi. 
Keempat, penelitian yang berjudul “Kontruksi Realitas Media: Analisis Framing 
Pemberitaan Korupsi M. Nazaruddin di Harian Republika” oleh Ahmad Fauzi 
pada tahun (2013), seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah. 
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Skripsi ini mengkaji tentang framing koran Republika dalam memberitakan 
kasus korupsi yang menjerat politikus partai Demokrat M. Nazaruddin dengan 
menggunakan teori Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini yaitu koran 
Republika dalam membingkai berita hanya dengan melihat bagaimana KPK 
melakukan prosedur hukum, koran Republika mengabaikan opini yang 
berkembang di masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang akan dilaksanakan 
adalah dari subjek isi, Ahmad Fauzi menggunakan pemberitaan kasus korupis M. 
Nazaruddin sebagai berita yang akan di analisis, teori-teori pendukung juga 
berbeda. 
Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan subjek 
kasus suap Patrialis Akbar sebagai berita yang akan di analisis. Sedangkan 
persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas framing sebuah 
media cetak yaitu koran Harian Kompas, dan sama-sama menggunakan teori 
framing model Robert N. Entman sebagai acuan untuk menganalisis berita. 
Kelima, Skripsi yang disusun oleh Marliana Ngatmin (2007) yang berjudul 
Analisis Framing Kasus Poligami K.H Abdullah Gymnastiar di Media Kompas 
dan Republika. Dalam kasus ini kecenderungan-kecenderungan pemberitaan dapat 
ditemukan korelasi sebagai temuan penelitian teks berita. Analisis framing, salah 
satu model analisis yang dapat mengungkap rahasia dibalik semua perbedaan 
(bahkan pertentangan) media dalam mengungkapkan fakta. Melalui analisis 
framing akan dapat diketahui bagaimana realitas kasus ini dibentuk oleh media. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkaian berita kasus poligami Aa 
Gym di media Kompas dan Republika. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar harian Kompas 
membingkai berita poligami Aa Gym sebagai masalah sosial Islam. Sedangkan 
surat kabar harian Republika membingkai berita poligami yang dilakukan oleh Aa 
Gym sebagai masalah hukum Islam. Dalam kasus ini Republika lebih memandang 
permasalahan poligami dari sisi hukum Islam yaitu poligami Islam tidak dilarang 
asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 
kasus yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya adalah kasus poligami yang 
dilakukan Aa Gym. Sedangkan pada penelitian ini kasus yang diteliti adalah kasus 
suap Patrialis Akbar meskipun salah satu medianya sama yaitu Harian kompas 
tetapi peneliti menggunakan objek yang berbeda. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 
Keterangan: 
Kasus suap yang menyangkut hakim ketua Mahkamah Konstitusi Patrialis 
Akbar merupakan topik yang menarik untuk dibahas di media massa, tidak 
terkecuali di koran Harian Kompas. Pasalnya Patrialis Akbar merupakan seorang 
Hakim ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi negara. 
Hal ini menarik untuk di bahas mengingat isu yang beredar bahwa Patrialis Akbar 
menggunakan uang korupsinya untuk membangun sebuah pesantren. 
Dalam membingkai sebuah berita dan topik, tentu setiap media memiliki 
sebuah kebijakan redaksi sendiri. Tentang bagaimana sebuah topik layak di 
publikasikan kepada khalayak luas. Karena seperti yang kita ketahui media 
memiliki kekuatan untuk merubah opini masyarakat lewat berita yang disajikan 
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setiap saat, dan kekuatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan redaksional 
yang dianut oleh media. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori framing model 
Robert N. Entman yang memiliki perangkat antara lain (Diagnose Causes, Define 
Problems, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation) untuk 
menganalisis berita pada Koran Harian Kompas edisi Januari-Februari Tahun 
2017. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di kantor pusat Harian Kompas Jl. Palmerah Selatan 
No. 26-28, Jakarta 10270. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-
Desember 2017. 
Tabel 1. Timeline Penelitian 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif yang dipakai adalah penelitian kualitatif teks dengan 
menggunakan metode analisis framing, ini digunakan untuk melihat bagaimana 
kebijakan redaksi media dan bagaimana sebuah berita dipahami dan dibingkai 
oleh media. 
No Kegiatan 
Tahun 2017 
Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Observasi 
Awal                  
  
S
em
in
ar P
ro
p
o
sal 
 
                    
     
M
u
n
aq
o
sah
 
2 
Penyusuna
n Proposal                  
 
                      
    
3 
Pengumpu
lan Data                  
 
                      
    
4 
Observasi 
Utama                  
 
                      
    
5 
Analisis 
Data                  
 
                      
    
6 
Penyusuna
n Laporan                  
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Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 
angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 
Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 
apa yang diteliti.38 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah pembingkaian berita di surat kabar Harian 
Kompas edisi Januari 2017 – Februari 2017. Sedangkan objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah berita-berita tentang kasus suap Patrialis Akbar hakim 
ketua Mahkamah Konstitusi pada koran Harian Kompas edisi Januari 2017 – 
Februari 2017. 
Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh 
pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. 
Sehingga tidak dapat mengambil sampel yang banyak dan besar. Adapun cara 
dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling. Hal 
ini dilakukan dengan cara mengambil objek bukan didasarkan dari banyaknya 
berita tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.39 Disini peneliti membatasi 
berita dalam kurun waktu Januari – Februari dari 24 berita di ambil 6 berita, 
yaitu: 
 
 
 
 
                                                          
38Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 4. 
39Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 126 
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Tabel 2. Daftar Berita 
No. Tanggal/bulan/tahun Judul Berita Halaman Keterangan 
1 27/Januari/2017 MK Gagal Belajar 
1 samb. Hal 15 
kolom 1- 4 
Headline 
2 29/Januari/2017 Hakim Konstitusi Kecewakan Rakyat 
1 samb. Hal 15 
kolom 5-7 
Berita 
3 03/Februari/2017 Pembocor Draf Dicari 3 
Politik & 
Hukum 
4 04/Februari/2017 Pembocoran Draf Pelanggaran Berat 3 
Politik & 
Hukum 
5 11/Februari/2017 Sumber Kebocoran Draf Putusan MK Dicari 3 
Politik & 
Hukum 
6 15/Februari/2017 Tiap Hakim Pegang Draf Putusan 3 
Politik & 
Hukum 
D. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 
asli. Pada penelitian ini data primer bersumber dari pemberitaan pada surat 
kabar Harian Kompas edisi Januari 2017 – Februari 2017. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data pendukung lainnya yang diperoleh 
secara tidak langsung. Data sekunder berupa dokumen, arsip, maupun 
laporan-laporan tertentu yang didapat oleh peneliti dan dari berbagai 
sumber. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data-data yang bersumber dari arsip-
arsip baik itu buku, surat kabar maupun catatan lain yang mendukung 
penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan 
berita tentang kasus Suap Patrialis Akbar di koran Harian Kompas edisi 
Januari – Februari 2017. 
2. Wawancara 
Instrumen penelitian interview/wawancara lisan adalah sebuah 
dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 
dari narasumber. Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah 
redaksi koran Harian Kompas. 
Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 
sosial yang relatif lama.40 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis framing menurut 
Robert N. Entman. Model analisis framing Robert N Entman menggunakan 
empat perangkat framing yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, 
                                                          
40Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief.  Terampil Mengolah Data Kualitatif. (Jakarta: 
Penerbit Prenada Media Group. 2010),  h. 72 
50 
 
 
 
evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka 
fikir tertentu terhadap peristiwa yang direncanakan. Perangkat framing tersebut 
yaitu: 
1. Define Problem atau pendefinisian masalah adalah bagaimana sebuah 
peristiwa atau isu dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa. 
2. Diagnose Causes atau sumber masalah, sebuah peristiwa dilihat 
disebabkan oleh apa, apa yang dianggap sebagai penyebab masalah, dan 
aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. 
3. Make Moral Judgement adalah nilai moral apa yang disajikan untuk 
menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi 
suatu tindakan. 
4. Treatment Recommendation adalah penyelesaian apa yang ditawarkan 
untuk mengatasi masalah atau isu tersebut, jalan apa yang ditawarkan 
dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Profil koran Harian Kompas 
a. Sejarah koran Harian Kompas 
Bicara soal harian kompas tidak terlepas dari mendiang PK Ojong 
(Petrus Kanisius Ojong atau Ojong Peng Koen) bersama Jakob Oetama, 
Kompas pertama kali terbit pada tanggal 28 Juli 1965. Sebelumnya, 
keduanya mendirikan majalah bulanan Intisari, yang terbit pertama tahun 
1963. Jakob Oetama sendiri merintis kariernya sebagai wartawan mingguan 
Penabur pada tahun 1965. Setelah Ojong meninggal, Jakob Oetama-lah 
yang menjadi nahkhoda membesarkan koran Kompas. Dewasa ini Kompas 
telah menjadi surat kabar terkemuka di Indonesia dalam rumpun KKG 
(Kelompok Kompas Gramedia). Nama Kompas sering diplesetkan dengan 
komando pastor, tentulah ini ada dasarnya. Ketika, ketika koran ini akan 
didirikan saat itu, yakni tahun 1963, dimana tiap surat kabar mempunyai 
afiliasi politik, mengharuskan Kompas memiliki afiliasi politik juga. Maka 
Kompas pun berafiliasi dengan Partai Katholik, yang diketuai Frans Seda.41 
Selain itu, Kompas menempatkan kemanusiaan sebagai suatu ideologi 
yang ditanamkan oleh para pendirinya, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob 
Oetama: amanat hati nurani rakyat. Kalimat itu bermakna kehendak 
memanusiakan manusia dengan basis Ilahi (humanisme transedental). 
Artinya, Kompas ingin dalam setiap pemberitaanya benar-benar 
                                                          
41 hamad. Op. Cit, h. 115-116 
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memberikan manfaat bagi masyarakat. Cara Kompas memandang sesuatu 
peristiwa memanglah tidak sangat kritikal, seperti selalu mencari-cari 
kekurangan orang lain dalam pemberitaan. Seperti yang dikatakan oleh 
Jakob Oetama dalam buletin internal Kompas-Gramedia, Info Kita edisi No. 
1/Januari 2011: Intisari diterbitkan, selanjutnya percetakan, toko buku, 
Kompas berikut segala unit kerja yang tumbuh kemudian, berkembang 
karena bekerja bersama. 
Kontribusi, yang dipresentasikan dalam tugas dan tanggung jawab 
masing-masing. Koran digarap bagus, dicetak bagus, diedarkan luas, 
memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak pada cita-cita 
mencerahkan dan memperoleh iklan, terjadi karena kontribusi semua pihak. 
Mengambil contoh, kerja bersama unit usaha media tidak berarti 
memperkecil makna dan keharusan kerja bersama di unit-unit usaha lain. 
Kerja bersama menjadi jati diri dan keharusan dihasilkannya keberhasilan.42 
Sikap yang penuh toleransi kepada pelbagai pihak yang tampak pada 
Kompas, sikap yang positif di segala bentuk kebaikan dan kebajikan, baik 
kumpulan ataupun individu. Maka kalau ditafsirkan, dalam konteks politik 
seorang pemimpin yang memiliki kerja-kerja yang buruk tidak sentiasa 
ditampakkan buruk semuanya, tetapi pula dipaparkan secara seimbang apa 
saja kelebihannya. Tujuannya adalah kepada Kompas sendiri agar tidak 
berdampak negatif. 
                                                          
42Achmad Khoirul Anam. “Analisis Framing Pemberitaan Dugaan Kasus Korupsi 
Suryadharma Ali Dalam Surat Kabar Harian Kompas dan Sindo”(Skripsi Sarjana Komunikasi 
Islam, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Walisongo, 2015), h. 35. 
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Sebagai media yang mengidentifikasikan pembawa kepentingan dan 
suara hati rakyat, Kompas merasa mampu menyampaikan berita yang actual 
dan kontroversi melalui kolom karikaturnya. Ideologi Kompas selalu 
digunakan dalam produk kewartawanan Kompas. Petrus Kanisius Ojong 
dan Jakob Oetama selalu mengajarkan kewartawanan yang santun kepada 
para pekerja Kompas dengan jalan mengedepankan cara yang santun dan 
elegan dalam memberikan kritik terhadap suatu keadaan. Pemilihan bahasa 
yang digunakan dipilih bahasa yang sopan dan santun, tetapi orang yang 
diberikan kritik menyadari bahwa ada perbuatannya yang tidak benar. 
Kompas disebutkan menyajikan berita cenderung sesuai dengan fakta 
realitas yang ada, lebih kritikal, dan tidak berpihak terhadap kelompok atau 
partai apapun untuk menghindari berita-berita yang membuat Kompas 
pernah dilarang cetak oleh pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan 
editorial Kompas menjadi alat berlindung dari kekuatannya, salah satunya 
dalam bentuk karikatur. Kompas menjadi satu media yang mempunyai 
kekuatan dan kekuasaan besar untuk membantu meningkatkan dukungan 
dan mengajak khalayak untuk selalu berpihak pada setiap langkah kebijakan 
pemerintah.43 
b. Visi dan Misi koran Harian Kompas 
Sejak berdiri, Harian Kompas memiliki motto “amanat hati nurani 
rakyat”. Sajian yang diusahakan bervisi diusahakan untuk ditampilkan 
walaupun terkadang gagal atau justru melenceng dari semestinya. Visi 
                                                          
43 Ibid, h. 36-37. 
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Harian Kompas sendiri adalah “menjadi institusi yang memberikan 
pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan 
bermartabat. Serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”. Dalam 
kiprahnya dalam industri pers “visi kompas” berpartisipasi membangun 
masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip 
humanisme transcendental (persatuan dalam perbedaan) dengan 
menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih 
spesifik bisa diuraikan sebagai berikut: 
1. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. 
2. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu 
baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi. 
3. Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif 
dengan segala kelompok. 
4. Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi 
dan cita-cita bangsa. 
5. Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang 
dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur 
kemasyarakatan dan pemerintah yang menjadi lingkungan. 
Sedangkan misinya adalah “mengantisipasi dan merespon dinamika 
masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (trend 
setter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya”. 
Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor 
satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas 
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yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan 
melakukan kerja sama dengan perusahaan perusahaan lain. Hal ini 
dijabarkan dalam 5 sasaran operasional: 
1. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri : 
cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna. 
2. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus 
dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat 
yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya 
nuansa kehidupan dan kemanusiaan. 
3. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya 
intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, 
memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu 
berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangkan 
tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip. 
4. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan 
meningkatkan tiras. 
5. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus 
memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang 
dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang 
kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga 
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mampu melaksanakantanggung jawab sosialnya sebagai 
perusahaan.44 
c. Struktur Redaksi koran Harian Kompas 
1. Pemimpin Umum : Jakob Oetama 
2. Wakil Pemimpin Umum : Lilik Oetama, Rikard Bangun 
3. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Budiman Tanuredjo 
4. Wakil Pemimpin Redaksi : Trias Kuncahyono, Ninuk 
Mardiana Pambudy 
5. Redaktur Senior : St. Sularto, Ninok Leksono 
6. Redaktur Pelaksana : Mohammad Bakir 
7. Wakil Redaktur Pelaksana : Rusdi Amral, Try Harijono, P. 
Tri Agung Kristanto, Sutta 
Dharmasaputra 
8. Sekretaris Redaksi : Subur Tjahjono, Mohammad 
Nasir 
9. GM Litbang : F. Harianto Santoso 
10. Manajer Diklat : Sri Fitrisia Martisasi 
11. Direktur Bisnis : Lukas Widjaja 
12. GM Iklan : Dorothea Devita R. M. 
13. Staf Redaksi : 
Sri Hartati Samhadi, Banu Astono, Yovita Arika, Suhartono, A. 
Maryoto, Nasru Alim Aziz, Adi Prinantyo, Danu Kusworo, Dahono 
                                                          
44 Profil Harian Kompas, Sejarah, Organisasi dan Visi-Misi. Database Pusat Informasi 
Kompas, 2004, h. 3-5. 
57 
 
Fitrianto, Gesit Ariyanto, Marcellus Herwono, Johanes Waskita 
Utama, Antonius Tomy Trinugroho, Indira Permanasari S, Budi 
Suwarna, Bre Redana, Chris Pudjiastuti, Retno Bintarti, Myrna Ratna 
M., Simon Saragih, Frans Sartono, Mohamad Subhan, Hendry Ch 
Bangun, Pieter P. Gero, Agnes Aristiarini, Nugroho Fery Yudho, M. 
Suprihadi, Agus Hermawan, Elly Roosita, Atika Walujani, R. Adhi 
Kusumaputra, Agus Mulyadi, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, 
Nasrullah Nara, Jannes Eudes Wawa, Agus Susanto, Susana Rita, 
Iwan Setiawan, Dewi Indriastuti, Nur Hidayati, Evy Rachmawati, 
Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Sarie Febriane, Khaerudin, 
Neli Triana, Ilham Khoiri, C. Wahyu Haryo P, Agnes Rita 
Sulistyawati, Agung Setyahadi, Yuni Ikawati, Brigitta Isworo Laksmi, 
Soelastri, Ratih Prahesti Sudarsono, Johnny T. Gunardi, Arbain 
Rambey, Anton Sanjaya, Salomo Simanungkalit, C Windoro A T, 
Rakarya Sukarjaputra, Eddy Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, 
Korano Nicolash LMS, Pascal S. Bin Sadju, Ferry Santoso, Elok Dyah 
Messwati, Yunas Santhani Aziz, Joice Tauris Santi, Ida Setyorini, 
Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Sonya Hellen 
Sinombor, Edna Caroline Pattsina, Osa Triatna, Lusiana Indriasari, 
Nawa Tunggal, Iwan Santosa, Luki Aulia, Yulia Saphtiani, Maria 
Susy Berindra A, Wisnu Dewabrata, Wisnu Nugroho, Amir Sodikin, 
B. Josie Susilo Hardianto, Lasti Kurnia, M Yuniadhi Agung, Ester 
Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Dwi As Setianingsih, Affan 
58 
 
Adenensi Riza Fathoni, Cyprianis Anto Saptowalyono, Anita 
Yossihara, Andy Riza Hidayat, Emilius Caesar Alexey, Ahmad Arif, 
Brigita Maria Lukita, Haryo Darmadono, M. Zaid Wahyudi, Helena 
Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana 
Ninik, Demitrius Wisnu Widiantoro, Aryo Wisanggeni Genthong, R. 
Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Sri Rejeki, Mahdi Muhammad, 
Lucky Pransiska, Priyombodo, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, 
Ingki Rinaldi, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Agustinus 
Handoko, Fx. Laksana Agung Saputra, M. Hilmi Faiq, Mukhamad 
Kurniawan, Yulvianus Harjono, Adhitya Ramadhan, Antonius Ponco 
Anggoro, Nina Susilo, Didit Putra Erlangga Rahardjo, Wawan Hadi 
Prabowo, Hendra Agus Setyawan, Antony Lee, Albertus Hendriyo 
Widi Ismanto, Mawar Kusuma Wulan Kuncoro Manik, Rini 
Kustiasih, Irene Sarwindaningrum, Herlambang Jaluardi, Amanda 
Putri Nugrahanti, Harry Susilo, Aris Prasetyo, Aloysius Budi 
Kurniawan, Dominicus Herpin Dewanto Putro. 
d. Alamat Redaksi  : Jl. Palmerah Selatan No. 26-28, 
Jakarta 10270. 
Perwakilan Jawa Barat : Jl. RE Martadinata No. 64, 
Bandung 40115. 
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Perwakilan Jateng dan DIY : Jl. Suroto No. 2A, Kota Baru, 
Yogyakarta.45 
e. Cakupan Distribusi 
Harian Umum Kompas tersebar di seluruh Indonesia. Kompas 
memiliki pelanggan setia dari berbagai daerah. Distribusi oplahnya 
menjangkau hampir seluruh daerah di Tanah Air. Distribusi oplahnya 
didominasi oleh DKI Jakarta sebanyak 41 persen lebih. Sisanya menyebar 
ke daerah lain sesuai dengan tingkat kebutuhan pembaca. Yaitu, DKI 
Jakarta 41,1%, banten 11,8%, jawa barat 19,6%, jawa tengah 6,6%, 
yogyakarta 2,8%, jawa timur 5,2% dan sumatera utara 2,7%.46 
f. Logo Koran Harian Kompas 
 
Gambar 3. Logo Harian Kompas 
2. Temuan dan Sajian Data 
a. Temuan Data 
 Pemberitaan terkait penangkapan hakim ketua Patrialis Akbar atas 
kasus suap yang menjeratnya menjadikan nama baik Mahkamah 
                                                          
45 “Struktur Redaksi Harian Kompas”, Harian Kompas, (Jakarta), Jumat 8 september 2017, 
No. 071 Tahun ke-53, h. 11. 
46 Profil Harian Kompas, Angket Pembaca, Database Pusat Informasi Kompas, 2016, h. 13 
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Konstitusi menjadi tercoreng, selain itu juga melukai hati masyarakat 
Indonesia. Karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi menjadi 
pedoman dan sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tinggi 
negara. 
 Sikap Patrialis sendiri yang dulu pernah menyatakan hukuman 
yang diberikan kepada koruptor akan dikenai denda yang besar dan 
dimiskinkan. Akan tetapi kita bisa melihat Patrialis terjerat kasus suap 
dan termakan oleh kata-katanya sendiri. 
 Kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar ini menarik untuk 
dibahas, terlebih pada pemberitaan Harian Kompas tentang 
tertangkapnya Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan yang 
dilakukan oleh KPK dan bocornya draf putusan perkara uji materi nomor 
129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
 Dan inilah yang dijadikan oleh Harian Kompas sebagai topik yang 
menarik untuk disebar luaskan kepada khalayak. 
b. Sajian Data 
 Berita pada koran Harian Kompas tentang kasus suap Patrialis 
Akbar yang dimuat pada edisi Januari-Februari 2017 adalah berita 
ditangkapnya Patrialis Akbar sampai kasus yang menyebabkannya 
ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap 
tangan. Ini adalah berita yang akan di analisis oleh peneliti, yaitu: 
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1. MK Gagal Belajar 
2. Hakim Konstitusi Kecewakan Rakyat 
3. Pembocor Draf Dicari 
4. Pembocoran Draf Pelanggaran Berat 
5. Sumber Kebocoran Draf Putusan MK Dicari 
6. Tiap Hakim Pegang Draf Putusan 
 Berikut adalah hasil dari analisis framing berita dengan topik kasus 
suap Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi pada koran Harian Kompas 
edisi Januari – Februari 2017. 
1. Analisis Framing Berita Tanggal 27 Januari 2017 
Judul: “MK Gagal Belajar” 
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Ditangkap KPK 
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 
(26/1), menetapkan hakim konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka 
penerima suap. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Mahkamah 
Konstitusi gagal belajar dari kasus serupa yang di alami ketua MK (saat 
itu) Akil Mochtar pada tahun 2013. 
Akil Mochtar yang punya latar belakang politisi dari partai golkar, 
ditangkap KPK karena menerima suap terkait dengan penyelesaian 
sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. Sementara Patrialis, 
yang sebelumnya politisi Partai Amanat Nasional, ditangkap KPK karena 
menerima suap terkait uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Saldi 
Isra mengatakan, penangkapan Patrialis menunjukkan MK tidak belajar 
dari kasus Akil. 
“MK masih sulit dijangkau dalam sistem pengawasan. Selain 
penguatan sistem pengawasan, harus dicari pula orang-orang yang bersih 
untuk menjadi hakim MK” Katanya. 
Masalah perekrutan hakim konstitusi ini menjadi penting karena 
menurut mantan ketua MK Mahfud MD, Sistem perekrutan hakim MK 
saat ini membuka celah bagi hadirnya calon-calon yang kurang kompeten. 
Empat Tersangka 
Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan, semalam, di Gedung KPK, 
menjelaskan, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang 
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lainnya, yaitu KM, BHR, dan NGF. BHF diduga menyuap Patrialis agar 
mengabulkan permohonan uji materi UU No 41/2014 tersebut. 
BHR merupakan pengusaha yang memiliki 20 perusahaan di 
bidang impor daging. BHR pun sempat diperiksa sebagai saksi kasus suap 
kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan 
Sejahtera Luthfu Hasan Ishaaq pada 2013. KM adalah rekan Patrialis yang 
menjadi perantara antara BHR dan Patrialis. Sementara NGF adalah 
sekretaris BHR. 
Penangkapan empat tersangka itu, lanjut Basaria, dilakukan pada 
Rabu (25/1) di tiga lokasi berbeda. Awalnya, penyidik KPK menangkap 
KM di lapangan golf di Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat ini KPK 
menyita draf putusan perkara uji materi UU No 41/2014. 
Penyidik KPK lalu ke kantor perusahaan milik BHR di sunter 
Jakarta Utara. Di tempat ini, di tangkap BHR, NGF, dan enam karyawan 
lainnya. Terakhir pada Rabu sekitar pukul 21.30, penyidik KPK 
menangkap Patrialis bersama seorang perempuan di sebuah pusat 
perbenlanjaan di Jakarta Pusat. 
“BHR mendekati PAK (Patrialis) melalui KM agar bisnis impor 
dagingnya lancar. PAK pun menyanggupi agar uji materi perkara Nomor 
129/PUU/-XII/2015 tentang Sistem Zona Dalam Pemasukan (Impor) 
Hewan Ternak dapat kabulkan MK,” kata Basaria. 
Dalam kasus yang telah diselidiki KPK sejak enam bulan lalu itu, 
BHR diduga telah memberikan uang 20.000 dollar Amerika Serikat (Rp. 
267,8 juta) dan 200.000 dollar singapura (Rp. 1,9 miliar) dalam tiga tahap. 
Ketua Dewan Peternakan Nasional (Depernas) Teguh Boediyana, 
salah satu pemohon uji materi UU No 41/2014, menuturkan , uji materi 
diajukan ke MK pada 16 Oktober 2015. Salah satu yang digugat adalah 
pasal 36 yang menghidupkan kembali impor ternak dan produk ternak, 
terutama daging, berdasarkan sistem zona. Sebelumnya, impor tersebut 
berdasarkan sistem negara. “maksud dari gugatan itu adalah melindungi 
ternak nasional dari ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK),” katanya. 
MK telah merampungkan pemeriksaan uji materi perkara itu pada 
mei 2016. Namun, hingga awal tahun ini, keputusan terkait perkara 
tersebut belum ada. 
“Saat ini kami masih menunggu keputusan MK itu. Jika 
permohonan kami dikabulkan, pemerintah harus mengembalikan impor 
berbasis zona keberbasis negara,” ujarnya. 
Dewan Etik 
Sebelum ditangkap KPK, Patrialis sedikitnya pernah empat kali 
dilaporkan melakukan pelanggaran ke Dewan Etik MK. Ketua Dewan Etik 
MK Abdul Mukhtie Fajar mengatakan, laporan itu telah diperiksa dan 
dimintakan buktinya kepada para pelapor. Namun, banyak dari pelapor 
yang tidak melanjuti permintaan bukti ini. 
Laporan tersebut, menurut Mukhtie, antara lain terkait penyeleaian 
sengketa pilkada serentak tahun 2015. Laporan lainnya menyangkut 
disiplin, seperti tidak menghadiri sidang karena menguji mahasiswa, 
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mengunjungi mantan ketua MK Akil Mochtar di KPK, konflik 
kepentingan, dan beberapa laporan soal pernyataan di depan umum. 
Sementara itu, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan, MK dan para 
hakim konstitusi lainnya menyampaikan permohonan maaf sebesar-
besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kasus yang dialami 
Patrialis. 
MK, lanjut Arief, membuka akses seluas-luasnya kepada KPK 
untuk memeriksa hakim konstitusi serta jajaran MK lainnya dalam kasus 
ini. MK juga memperhatikan informasi dari Dewan Etik MK untuk 
mengkaji apakah ada pelanggaran etika dalam perkara hukum yang 
melibatkan Patrialis. 
Dewan Etik MK segera menggelar rapat untuk mengusulkan 
pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disertai dengan 
usulan pembebastugasan hakim konstitusi yang bersangkutan. Anggota 
Majelis Kehormatan Hakim itu terdiri atas lima orang dari unsur yang 
berbeda, yakni hakim konstitusi, Komisi Yudisial, mantan hakim MK, 
guru besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. 
Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat 
Nasional, Drajad Wibowo, mengaku sedih dengan peristiwa yang dialami 
Patrialis. Patrialis merupakan salah satu pelaku amandemen UUD 1945 
dan berperan besar dalam melahirkan UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi serta UU KPK yang menjadi dasar berdirinya KPK. 
Meskipun demikian , lanjut Drajad, KPK tetap harus memproses 
Patralis. Jika bersalah, Patrialis tetap harus dihukum. 
(NDY/INA/AGE/REK/OSA/HEN/DMU/SAN/FLO/MDN/WIN/ZAK) 
Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “MK Gagal Belajar”. 
Define Problem: Pendefinisian masalah pada berita ini adalah 
tertangkapnya Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus suap yang 
mengindikasikan bahwa MK Gagal Belajar dari kasus yang terjadi tahun 
2013 yang pada saat itu Akil Mucktar sebagai tersangkanya. Hal ini bisa di 
lihat pada lead berita berikut: 
“Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/1), 
menetapkan hakim konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka 
penerima suap. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Mahkamah 
Konstitusi gagal belajar dari kasus serupa yang di alami ketua MK 
(saat itu) Akil Mochtar pada tahun 2013.” 
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Diagnose Causes: Penyebab masalah pada berita ini terletak pada 
pemberitaan tentang Akil Muchtar yang seorang politisi dari partai golkar 
di tangkap oleh KPK karena menerima suap terkait sengketa pemilihan 
kepala daerah di MK. Dan untuk Patrialis Akbar sendiri juga seorang 
politisi dari partai amanat nasional yang tersandung kasus suap terkait Uji 
Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan.  
  “Akil Mochtar yang punya latar belakang politisi dari partai 
golkar, ditangkap KPK karena menerima suap terkait dengan 
penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. 
Sementara Patrialis, yang sebelumnya politisi Partai Amanat 
Nasional, ditangkap KPK karena menerima suap terkait uji Materi 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan.” 
Make Moral Judgement: Penilaian moral pada berita ini adalah 
pendapat dari Drajad Wibowo, anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat 
Nasional, yang mengaku sedih atas kasus yang terjadi pada Patrialis 
Akbar, karena Patrialis sendiri merupakan seorang pelaku amandemen 
UUD 1945 yang melahirkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan UU KPK yang menjadi awal berdirinya KPK. 
  “Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat 
Nasional, Drajad Wibowo, mengaku sedih dengan peristiwa yang 
dialami Patrialis. Patrialis merupakan salah satu pelaku amandemen 
UUD 1945 dan berperan besar dalam melahirkan UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU KPK yang 
menjadi dasar berdirinya KPK” 
Treatmen Recomendation: Penyelesaian yang di tawarkan oleh 
Harian Kompas adalah dewan etik Majelis Kehormatan Mahkamah 
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Konstitusi untuk segera menggelar rapat dan mengusulkan 
pembebastugasan hakim konstitusi yang bersangkutan. 
“Dewan Etik MK segera menggelar rapat untuk mengusulkan 
pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disertai dengan 
usulan pembebastugasan hakim konstitusi yang bersangkutan. Anggota 
Majelis Kehormatan Hakim itu terdiri atas lima orang dari unsur yang 
berbeda, yakni hakim konstitusi, Komisi Yudisial, mantan hakim MK, 
guru besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat.” 
Pada berita ini Harian Kompas memberikan penonjolan pada, kata, 
dan foto. Penonjolan kata berita ini yaitu penulisan judul yang lebih besar 
dari judul berita lainnya dan penulisan paragraf pertama dengan huruf 
yang lebih besar dari huruf setelahnya. Harian Kompas juga memberikan 
foto Patrialis Akbar yang memakai rompi orange, sebagai tahanan KPK. 
Sebagaimana berita yang ada di lampiran. Selain itu juga terdapat 
kronologi kasus serupa yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. 
Berita ini berada di halaman paling depan atau headline yang kemudian 
bersambung ke halaman 15 kolom 1 sampai 4 koran Harian Kompas, 
dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan berita lain. 
Berita ini menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak 
belajar dari kasus yang pernah terjadi yang pada saat itu tahun 2013 
menjerat Akil Muchtar terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala 
daerah. Berselang empat tahun ysitu tahun 2017 Mahkamah Konstitusi 
kembali tersndung kasus suap, kali ini kasus itu dilakukan oleh Patrialis 
Akbar terkait uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
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Selain itu, Drajad Wibowo secara tegas mengatakan bahwa kalau 
memang bersalah tetap harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. 
Mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman tinggi 
negara. Solusi yang diberikan Harian Kompas atas isu ini adalah 
menyayangkan kasus suap yang menjerat Patrialis sebagai Hakim 
Konstitusi MK. Dan juga mengusulkan dewan etik MK untuk membentuk 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan usulan 
pembebastugasan hakim konstitusi yang bersangkutan. 
Tabel 3. Framing berita MK Gagal Belajar 
Define Problems “Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/1), menetapkan 
hakim konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka penerima 
suap. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Mahkamah 
Konstitusi gagal belajar dari kasus serupa yang di alami ketua 
MK (saat itu) Akil Mochtar pada tahun 2013.” (Paragraf 1) 
Diagnose Cause “Akil Mochtar yang punya latar belakang politisi dari partai 
golkar, ditangkap KPK karena menerima suap terkait dengan 
penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di 
MK. Sementara Patrialis, yang sebelumnya politisi Partai 
Amanat Nasional, ditangkap KPK karena menerima suap 
terkait uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.” (Paragraf 2) 
Make Moral Judgement “Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat 
Nasional, Drajad Wibowo, mengaku sedih dengan peristiwa 
yang dialami Patrialis. Patrialis merupakan salah satu pelaku 
amandemen UUD 1945 dan berperan besar dalam melahirkan 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU KPK 
yang menjadi dasar berdirinya KPK” (Paragraf 20) 
Treatment 
Recomendation 
“Dewan Etik MK segera menggelar rapat untuk mengusulkan 
pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
disertai dengan usulan pembebastugasan hakim konstitusi 
yang bersangkutan. Anggota Majelis Kehormatan Hakim itu 
terdiri atas lima orang dari unsur yang berbeda, yakni hakim 
konstitusi, Komisi Yudisial, mantan hakim MK, guru besar 
bidang hukum, dan tokoh masyarakat.” (Paragraf 19) 
 
2. Analisis Framing Berita Tanggal 29 Januari 2017 
Judul: “Hakim Konstitusi Kecewakan Rakyat” 
Proses Hukum Patrialis Ditunggu 
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YOGYAKARTA, KOMPAS – Seluruh rakyat Indonesia kecewa 
atas terjaringnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap 
tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rakyat dipastikan kecewa karena 
korupsi sudah merasuk hingga ke jantung konstitusi. 
Hakim yang semestinya menegakkan konstitusi justru ditangkap 
KPK terkait dengan proses uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditanganinya. 
Penangkapan Patrialis, Rabu (25/1), menyentak perasaan masyarakat yang 
sejak era Reformasi terus menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 
“Saya kira seluruh negeri pasti kecewa. Pasti semua kecewa,” tutur 
Presiden Joko Widodo saat dimintai tanggapan atas penangkapan Patrialis 
seusai membagikan Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 2, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jumat (27/1). 
Patrialis diduga menerima suap terkait uji materi UU No 41/2014. 
Peristiwa ini mengulang sejarah kelam penegakan konstitusi saat tahun 
2013 KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar berkait suap putusan 
sengketa pemilihan kepala daerah. 
Presiden menekankan pentingnya reformasi hukum secara 
menyeluruh. Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla membuat dua paket 
kebijakan reformasi hukum antara lain, memprioritaskan pembersihan 
lembaga penegak hukum dari pungutan liar, suap, dan korupsi. “Seperti 
tahapan yang sekarang kita lakukan, sebuah reformasi dibidang hukum 
secara menyeluruh,” ujar Presiden Jokowi. 
Di Jakarta, wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah 
masih menunggu proses hukum Patrialis sebelum memproses pengantian 
hakim konstitusi. Setelah Patrialis ditangkap, hakim konstitusi tersisa 
delapan orang. “Kita menunggu bagaimana prosesnya dan ada permintaan 
dari MK untuk menghentikan (Patrialis), maka harus diisi (posisinya),” 
tutur Wapres. 
Pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Kalla, adalah salah 
satu yang paling keras didunia. Setidaknya sudah 9 menteri masuk penjara, 
19 gubernur berurusan dengan kasus korupsi, dan banyak ketua lembaga 
negara baik, KPU, MK, KY, BI, maupun anggota DPR yang sudah 
diproses hukum. 
KPK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan tanpa 
memerlukan izin Presiden. Kendati demikian, menurut Kalla, pada 
dasarnya tidak ada negara yang bebas korupsi. 
Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Sabtu, di 
Jakarta, menambahkan, Presiden masih menunggu surat MK. Pemerintah 
baru bisa membentuk panitia seleksi hakim konstitusi jika MK mengirim 
surat kepada Presiden yang menyatakan memberhentikan Patrialis sebagai 
hakim konstitusi. 
Ketua MK Arief Hidayat, Jumat, di Gedung MK, Jakarta, 
menegaskan operasi tangkap tangan KPK terhadap Patrialis Akbar 
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merupakan masalah personal. Atas nama MK, Arief memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat. 
Arief mengatakan, semua hakim konstitusi merasa prihatin dan 
menyesalkan peristiwa tersebut pada saat MK berikhtiar membangun 
sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, dan kode etik hakim beserta seluruh jajaran MK. 
Sejak 2013, MK membentuk Dewan Etik yang rutin bertugas. 
Majelis Kehormatan 
Dewan etik telah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan membebastugaskan Hakim 
Konstitusi Patrialis Akbar melalui surat Nomor 3/DEH/U.20/I/2017. 
Delapan Hakim MK dalam rapat permusyawaratan hakim mengambil 
keputusan menerima usulan Dewan Etik untuk membentuk MKMK. 
Majelis kehormatan MK memutuskan lima anggota MKMK, yaitu 
Hakim Konstitusi Anwar Usman, anggota komisi yudisial (KY) yang akan 
diminta MK secara resmi kepada KY, mantan Hakim Konstitusi Achmad 
Sodiki, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bagir Manan dan 
tokoh masyarakat As’ad Said Ali. 
Setelah penangkapan Patrialis, putusan atas perkara pengujian UU 
No 41/2014 tetap akan dibacakan sesuai dengan jadwal yang telah 
disepakatihakim. Arief menjamin kegiatan MK, khususnya persidangan, 
tidak terpengaruh dengan kasus yang menimpa Patrialis Akbar. 
Sementara itu di Salatiga Jawa Tengah, Wakil Ketua KPK Saut 
Situmorang mengatakan, KPK memiliki bukti yang cukup untuk 
menetapkan Patrialis sebagai tersangka. “mengenai seubstansinya, nanti 
berdebat di pengadilan saja. Yang jelas kami sudah yakin,” ujar Saut. 
Daya Rusak 
 Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, suap dengan menukar 
putusan yang dikehendaki penyuap terhadap hakim konstitusi memiliki 
daya rusak luar biasa bagi penguatan dan penegakan hukum. Putusan MK 
bersifat erga omnes, final dan mengikat. 
 Hendardi mengatakan, praktik korupsi di MK disebabkan 
kewenangan absolut termasuk mengadili diri sendiri, lemahnya 
pengawasan MK serta proses seleksi yang tidak transparan. 
 Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, selama beberapa 
tahun terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil mencata tiga persoalan mendasar 
yang berpotensi meruntuhkan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi. 
Dari mulai pengangkatan hakim MK hingga sejumlah putusan yang 
dianggap kontroversial dan berpotensi melemahkan pemberantasan 
korupsi. 
 “Kami menuntut Ketua MK Arief Hidayat segera mengundurkan 
diri karena gagal menjaga kewibawaan MK. Presiden juga harus segera 
mencari pengganti Patrialis Akbar untuk menutup kekurangan hakim 
konstitusi,” kata Tama. 
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 Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong evaluasi MK. Dia 
mengatakan hal itu seusai menghadiri Dies Natalis ke-52 Universitas 
Negeri Semarang, “Kami mempelajari apa yang terjadi di MK. Namun, 
yang terpenting sekarang proses hukum harus berjalan sesuai dengan asas 
keadilan, transparan, dan akuntabel,” ujar Agus. 
(NTA/INA/HRS/GRE/DIT/OSA). 
 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “Hakim Konstitusi Kecewakan 
Rakyat” 
 Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini adalah 
terletak pada penangkapan Patrialis yang merupakan kasus yang 
menyentak perasaan masyarakat. 
“Hakim yang semestinya menegakkan konstitusi justru 
ditangkap KPK terkait dengan proses uji materi Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
yang ditanganinya. Penangkapan Patrialis, Rabu (25/1), menyentak 
perasaan masyarakat yang sejak era Reformasi terus menuntut 
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.” 
Diagnose Causes: penyebab masalah dalam berita ini adalah 
Hakim ketua Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar yang telah menerima 
suap terkait uji materi UU No 41 tahun 2014. 
  “Patrialis diduga menerima suap terkait uji materi UU No 
41/2014. Peristiwa ini mengulang sejarah kelam penegakan 
konstitusi saat tahun 2013 KPK menangkap Ketua MK Akil 
Mochtar berkait suap putusan sengketa pemilihan kepala daerah.” 
 
Make Moral Judgement: Nilai moral yang diangkat dari berita ini 
adalah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan 
merugikan negara. Seharusya kasus yang terjadi segera di proses karena 
Indonesia adalah negara hukum. 
  “Pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Kalla, 
adalah salah satu yang paling keras didunia. Setidaknya sudah 9 
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menteri masuk penjara, 19 gubernur berurusan dengan kasus 
korupsi, dan banyak ketua lembaga negara baik, KPU, MK, KY, 
BI, maupun anggota DPR yang sudah diproses hukum.” 
 
Treatment Recomendation: Harian Kompas memberikan solusi 
bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi merupakan kejadian yang 
tak perlu terulang kembali serta harus segera berbenah dan proses hukum 
harus terus berjalan. Penyelesaian masalah ini dapat dilihat dari ungkapan 
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. 
  “Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong evaluasi 
MK. Dia mengatakan hal itu seusai menghadiri Dies Natalis ke-52 
Universitas Negeri Semarang, “Kami mempelajari apa yang terjadi 
di MK. Namun, yang terpenting sekarang proses hukum harus 
berjalan sesuai dengan asas keadilan, transparan, dan akuntabel,” 
ujar Agus.” 
 
Pada berita ini Harian Kompas memberikan penonjolan berupa kata 
dan tata letak, penonjolan kata dengan memberikan ukuran yang lebih 
besar dan tebal dibanding judul berita lain. Paragraf pertama penulisannya 
menggunakan huruf yang lebih besar dari tulisan setelahnya. Selain itu 
berita ini terletak pada halaman satu di bagian paling kanan, kemudian 
bersambung ke halaman 15 kolom 5 sampai 7 koran Harian Kompas. 
Berita ini berisi tentang kekecewaan rakyat terhadap Mahkamah 
Konstitusi atas terjaringnya Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan 
yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat juga 
ungkapan dari Agus Hermanto bahwa Mahkamah Konstitusi harus 
melakukan evaluasi.  
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Tabel 4. Framing berita Hakim Konstitusi Kecewakan Rakyat 
Define Problems “Hakim yang semestinya menegakkan konstitusi justru 
ditangkap KPK terkait dengan proses uji materi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yang ditanganinya. Penangkapan Patrialis, 
Rabu (25/1), menyentak perasaan masyarakat yang sejak era 
Reformasi terus menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.” (Paragraf 2) 
Diagnose Cause “Patrialis diduga menerima suap terkait uji materi UU No 
41/2014. Peristiwa ini mengulang sejarah kelam penegakan 
konstitusi saat tahun 2013 KPK menangkap Ketua MK Akil 
Mochtar berkait suap putusan sengketa pemilihan kepala 
daerah. (Paragraf 4) 
Make Moral Judgement “Pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Kalla, adalah 
salah satu yang paling keras didunia. Setidaknya sudah 9 
menteri masuk penjara, 19 gubernur berurusan dengan kasus 
korupsi, dan banyak ketua lembaga negara baik, KPU, MK, 
KY, BI, maupun anggota DPR yang sudah diproses hukum.” 
(Paragraf 7) 
Treatment 
Recomendation 
 
 
“Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong evaluasi MK. 
Dia mengatakan hal itu seusai menghadiri Dies Natalis ke-52 
Universitas Negeri Semarang, “Kami mempelajari apa yang 
terjadi di MK. Namun, yang terpenting sekarang proses 
hukum harus berjalan sesuai dengan asas keadilan, transparan, 
dan akuntabel,” ujar Agus.” (Paragraf 20) 
3. Analisis Framing Berita Tanggal 3 Februari 2017 
Judul: “Pembocor Draf Dicari” 
 JAKARTA, KOMPAS – Bocornya draf putusan uji materi 
Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk 
dokumen elektronik ke pihak luar dipertanyakan. Pasalnya, draf final 
putusan tersebut hanya bisa disimpan oleh hakim konstitusi penulis draf, 
dalam hal ini Manahan Sitompul. 
 Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono Soeroso, 
Kamis (2/2), di Jakarta, mengatakan, draf putusan adalah rahasia negara, 
Meskipun demikian, setiap hakim konstitusi berhak membawa ke mana 
pun draf putusan yang belum final. 
 Khusus untuk draf putusan yang sudah final dan siap dibacakan, 
menurut hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna seusai diperiksa Majelis 
Kehormatan MK, Rabu malam, hal itu hanya berada di tangan hakim 
pembuat draf atau drafter. 
Dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hakim pembuat draf 
putusannya adalah Manahan yang juga ketua panel dalam perkara tersebut. 
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 “Draf itu tidak boleh diminta atau disimpan delapan hakim lainnya. 
Para hakim baru mendapatakan lagi hardcopy ataupun softcopy putusan itu 
30 menit sebelum putusan dibacakan karena harus dibicarakan mengenai 
pembagian pembacaan,” kata Palguna 
 Namun, draf tersebut ternyata dimiliki Kamaludin, tersangka 
perantara suap dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman ke 
Patrialis. Patrialis ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
Kamis (26/1) karena diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan 
uji materi UU No 41/2014. 
 Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah, saat 
dikonfirmasi menyatakan, KPK sudah memastikan , draf putusan dalam 
bentuk informasi elektronik yang dimiliki Kamaludin sama dengan draf 
putusan yang asli. 
 Mengenai hal itu, Palguna belum yakin apakah draf yang 
domaksud sama dengan draf final putusan. “Kalau yang ditemukan adalah 
draf putusan uji materi terbaru, dari mana dia (Kamaludin) 
memperolehnya karena draf final itu ada di tangan hakim drafter,” katanya 
 Sementara itu, Mnahan mengatakan, Patrialis tidak pernah 
meminta draf final putusan kepadanya. “Tidak ada sikap yang aneh dari 
Pak Patrialis. Dia juga tidak pernah memengaruhi hakim lain dalam 
pengambilan putusan atas uji materi itu,” katanya. 
 Sebelumnya, Palguna dan Manahan sudah diperiksa Majelis 
Kehormatan MK pada Rabu malam. 
Sambangi KPK 
 MK memeriksa Patrialis di Gedung KPK. Pemeriksaan 
dimaksudkan mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran etik yang 
dilakukan Patrialis sekaligus memutuskan status pemberhentiannya. 
 Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pihaknya memfasilitasi 
Majelis Kehormatan MK mendapatkan keterangan terkait dengan dugaan 
pelanggaran etik Patrialis. Agus memastikan, pemberian informasi kepada 
Majelis Kehormatan MK tidak sampai ke materi pemeriksaan dugaan 
tindak pidana suap Patrialis. 
 Anggota Majelis Kehormatan MK, Bagir Manan dan As’ad Said 
Ali, menegaskan, pihaknya hanya meminta informasi dan keterangan yang 
tidak menyinggung materi penyidikan tindak pidana korupsi 
Patrialis."Baran”kali ada bagian yang tidak bisa diungkapkan karena KPK 
masih penyidikan, hal itu kami hormati. Kami hanya meminta bagian-
bagian yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan,” kata Bagir 
Manan.(REK/GAL) 
 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “Pembocor Draf Dicari”. 
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 Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini terletak 
pada bocornya draf putusan Uji Materi Undang-Undang Peternakan Dan 
Kesehatan Hewan yang berupa dokumen elektronik yang seharusnya 
hanya di miliki oleh hakim konstitusi penulis draf. Hakim penulis draf 
tersebut adalah Manahan Sitompul. 
“Bocornya draf putusan uji materi Undang-Undang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk dokumen 
elektronik ke pihak luar dipertanyakan. Pasalnya, draf final putusan 
tersebut hanya bisa disimpan oleh hakim konstitusi penulis draf, 
dalam hal ini Manahan Sitompul.” 
Diagnose Causes: Penyebab masalah dalam berita ini adalah 
bocornya draf putusan yang merupakan rahasia negara. 
  “Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono 
Soeroso, Kamis (2/2), di Jakarta, mengatakan, draf putusan adalah 
rahasia negara, Meskipun demikian, setiap hakim konstitusi berhak 
membawa ke mana pun draf putusan yang belum final.” 
 
Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari berita 
ini adalah bahwa draf putusan dalam bentuk elektronik yang dimiliki 
hakim sama dengan yang dimiliki penyuap artinya draf tersebut tidak 
hanya hakim drafter saja yang memilikinya. 
  “Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah, 
saat dikonfirmasi menyatakan, KPK sudah memastikan , draf 
putusan dalam bentuk informasi elektronik yang dimiliki 
Kamaludin sama dengan draf putusan yang asli.” 
 
Treatment Recomendation: Penyelesaian masalah yang disarankan 
oleh Harian Kompas adalah Mahkamah Konstitusi meminta informasi dan 
keterangan untuk keperluan pengambilan keputusan terhadap Hakim 
74 
 
terkait, Patrialis Akbar. Ungkapan itu di sampaikan oleh anggota majelis 
kehormatan MK, Bagir Manan dan As’ad Said. 
  “Anggota Majelis Kehormatan MK, Bagir Manan dan 
As’ad Said Ali, menegaskan, pihaknya hanya meminta informasi 
dan keterangan yang tidak menyinggung materi penyidikan tindak 
pidana korupsi Patrialis. "Barangkali ada bagian yang tidak bisa 
diungkapkan karena KPK masih penyidikan, hal itu kami hormati. 
Kami hanya meminta bagian-bagian yang bisa digunakan untuk 
mengambil keputusan,” kata Bagir Manan.” 
 
Pada berita ini Harian Kompas menonjolkan kata dengan 
memberikan ukuran judul yang lebih besar dan tebal dibandingkan berita 
lain yang berada di rubrik politik dan hukum. Ruang yang diberikan pada 
berita ini juga lebih besar dibandingkan barita lainnya. Berita ini terletak di 
halaman tiga atas sebelah kanan. 
Berita ini membahas bahwa sebuah draf yang di miliki oleh 
seorang hakim drafter seharusnya tidak bocor ke orang lain mengingat 
draf tersebut merupakan rahasia negara yang seharusnya bisa dijaga oleh 
hakim Mahkamah Konstitusi. 
Tabel 5. Framing berita Pembocor Draf Dicari 
Define Problems “Bocornya draf putusan uji materi Undang-Undang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk dokumen 
elektronik ke pihak luar dipertanyakan. Pasalnya, draf final 
putusan tersebut hanya bisa disimpan oleh hakim konstitusi 
penulis draf, dalam hal ini Manahan Sitompul” (Paragraf 1) 
Diagnose Cause “Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono 
Soeroso, Kamis (2/2), di Jakarta, mengatakan, draf putusan 
adalah rahasia negara, Meskipun demikian, setiap hakim 
konstitusi berhak membawa ke mana pun draf putusan yang 
belum final.” (Paragraf 2) 
Make Moral Judgement “Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah, 
saat dikonfirmasi menyatakan, KPK sudah memastikan , draf 
putusan dalam bentuk informasi elektronik yang dimiliki 
Kamaludin sama dengan draf putusan yang asli.” (Paragraf 7) 
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Treatment 
Recomendation 
“Anggota Majelis Kehormatan MK, Bagir Manan dan As’ad 
Said Ali, menegaskan, pihaknya hanya meminta informasi dan 
keterangan yang tidak menyinggung materi penyidikan tindak 
pidana korupsi Patrialis. "Barangkali ada bagian yang tidak 
bisa diungkapkan karena KPK masih penyidikan, hal itu kami 
hormati. Kami hanya meminta bagian-bagian yang bisa 
digunakan untuk mengambil keputusan,” kata Bagir Manan.” 
(Paragraf 13) 
 
2. Analisis Framing Berita Tanggal 4 Februari 2017 
Judul: “Pembocoran Draf Pelanggaran Berat” 
 JAKARTA, KOMPAS – Pembocoran draf putusan Mahkamah 
Konstitusi merupakan pelanggaran etik berat karena putusan MK 
merupakan rahasia negara. Jika melakukan pelanggaran berat, Hakim 
Konstitusi (non aktif) Patrialis Akbar dapat diberhentikan dengan tidak 
hormat. 
 “Yang dimaksud dengan kebocoran draf ialah apabila pihak yang 
berkepentingan sudah tahu atau diberi tahu dengan cara tertentu, 
sedangkan putusan atas perkara itu belum tentu dibacakan dalam sidang 
terbuka oleh hakim MK,” kata anggota Majelis Kehormatan MK, Bagir 
Manan, Jumat (3/2), di Jakarta. 
 Draf putusan MK dalam perkara uji materi Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
diketahui dimiliki Kamaludin, tersangka perantara suap dari pengusaha 
impor daging sapi Basuki Hariman ke Patrialis. Hal ini diketahui setelah 
Patrialis di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 
(26/1) karena diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan uji 
materi UU No 41/2014. 
 Ada tidaknya draf putusan MK yang dibocorkan oleh Patrialis 
Akbar menjadi satu dari tiga hal yang menjadi pertimbangan Majelis 
Kehormatan MK dalam menilai dugaan pelanggaran etik Patrialis. 
 Dua pertimbangan lainnya adalah pertama, apakah ada hubungan 
antara Patrialis dan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara yang 
diujimaterikan ke MK karena adanya kaitan itu secara etik tidak benar. 
Kedua, apakah ada persoalan uang yang dibahas antara Patrialis dan pihak-
pihak yang berkepentingan. 
 Menurut Bagir, merupakan pelanggran berat jika diketahui ada 
hubungan antara hakim dan pihak yang berkepentingan, lebih-lebih jika 
ada keterlibatan uang di dalam hubungan itu. 
Diberhentikan tak hormat 
 Ketua Majelis Kehormatan MK Sukma Violetta mengatakan, 
pihaknya sudah menyelesaikan semua pemeriksaan yang diperlakukan 
untuk memutus ada tidaknya pelanggaran etik berat yang dilakukan 
Patrialis. Hasil putusan Majelis Kehormatan akan diumumkan pada Senin 
pekan depan. 
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 “Semua saksi yang diperlukan telah diperiksa dalam tiga hari 
terakhir ini. MK memerlukan keputusan dari Majelis Kehormatan MK 
sebelum bisa mengajukan pengganti Patrialis kepada Presiden,” kata 
Sukma. 
 Dengan rekomendasi Majelis Kehormatan MK, lanjut Sukma, 
ketua MK bisa mengajukan surat permohonan pemberhentian secara 
hormat atau tidak hormat Patrialis kepada Presiden. “Jika terbukti 
melakukan pelanggaran berat, Patrialis diusulkan untuk diberhentikan 
secara tidak hormat,” katanya. 
 Ketua MK Arief Hidayat menyatakan belum menerima informasi 
terkait hasil pemeriksaan oleh majelis Kehormatan MK dalam kasus 
Patrialis. “Segera setelah menerima putusan dari Majelis Kehormatan MK, 
kami akan mengajukan permohonan pemberhentian Pak Patrialis dan 
mengajukan permohonan pengisian jabatan hakim baru untuk 
menggantikannya,’ kata Arief 
 Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, 
hingga kemarin belum menerima surat resmi dari Sekjen MK terkait 
pengunduran diri Patrialis Akbar. 
 ”Kami sudah dijanjikan diterima Selasa pekan depan setelah 
putusan Mahkamah Kehormatan pada hari Senin,” ujar Pratikno. 
 Jika sudah resmi menerima surat dari MK, pemerintah akan 
menyusun panitia seleksi MK.”Nama-nama calon anggota panselnya 
masih disusun sambil tunggu surat resmi MK,” ucap Pratikno.(REK/HAR) 
 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “Pembocoran Draf Pelanggaran 
Berat”. 
 Define Problem: Masalah yang digambarkan pada berita ini adalah 
bocornya draf putusan hakim yang merupakan rahasia negara merupakan 
sebuah pelanggaran yang berat. Bagi pelaku yang melakukannya dapat di 
berhentikan dengan tidak hormat. 
“Pembocoran draf putusan Mahkamah Konstitusi 
merupakan pelanggaran etik berat karena putusan MK merupakan 
rahasia negara. Jika melakukan pelanggaran berat, Hakim 
Konstitusi (non aktif) Patrialis Akbar dapat diberhentikan dengan 
tidak hormat.” 
Diagnose Causes: Penyebab masalah dari berita ini adalah 
bocornya draf putusan perkara Uji Materi Undang-Undang Nomor 41 
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Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di lakukan 
oleh Kamaludin sebagai perantara antara pengusaha impor daging sapi, 
Basuki Hariman kepada Patrialis Akbar. 
“Draf putusan MK dalam perkara uji materi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan diketahui dimiliki Kamaludin, tersangka perantara suap 
dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman ke Patrialis. Hal 
ini diketahui setelah Patrialis di tangkap Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) pada Kamis (26/1) karena diduga menerima suap 
untuk memengaruhi putusan uji materi UU No 41/2014.” 
 
Make Moral Judgement: Penilaian moral dari berita ini adalah 
sebuah pelanggaran berat apabila ada hubungan antara hakim dengan 
orang berkepentingan yang menyangkut uang. 
“Menurut Bagir, merupakan pelanggaran berat jika 
diketahui ada hubungan antara hakim dan pihak yang 
berkepentingan, lebih-lebih jika ada keterlibatan uang di dalam 
hubungan itu.” 
Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan oleh Harian 
Kompas adalah agar Mahkamah Konstitusi segera menyusun panitia 
seleksi untuk menggantikan Patrialis Akbar. 
“Jika sudah resmi menerima surat dari MK, pemerintah 
akan menyusun panitia seleksi MK.”Nama-nama calon anggota 
panselnya masih disusun sambil tunggu surat resmi MK,” ucap 
Pratikno.” 
Pada berita ini Harian Kompas menonjolkan kata yaitu dengan 
memberikan judul yang tebal dan lebih besar dibandingkan judul berita 
lain yang berada dalam rubrik yang sama. Ruang berita juga tidak terlalu 
besar di banding berita lain. 
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Berita ini membahas tentang hakim yang membocorkan draf 
merupakan pelanggaran etik yang berat dan yang bersangkutan pun dapat 
di berhentikan dengan tidak hormat oleh anggota majelis kehormatan. Dan 
juga mengajukan segera pemberhentian Patrialis Akbar sebagai hakim 
ketua, serta mengajukan permohonan pengisian jabatan hakim yang baru. 
Moral yang didapatkan pada berita ini adalah sebagai seorang 
hakim ketua seharusnya kasus suap tak terjadi di MK. Sedangkan solusi 
yang ditwarkan oleh Harian Kompas adalah segera menyusun panitia 
seleksi untuk mencari hakim baru. 
Tabel 6. Framing berita Pembocoran Draf Pelanggaran Berat 
Define Problems “Pembocoran draf putusan Mahkamah Konstitusi merupakan 
pelanggaran etik berat karena putusan MK merupakan rahasia 
negara. Jika melakukan pelanggaran berat, Hakim Konstitusi 
(non aktif) Patrialis Akbar dapat diberhentikan dengan tidak 
hormat.” (Paragraf 1) 
Diagnose Cause “Draf putusan MK dalam perkara uji materi Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan diketahui dimiliki Kamaludin, tersangka perantara 
suap dari pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman ke 
Patrialis. Hal ini diketahui setelah Patrialis di tangkap Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/1) karena 
diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan uji materi 
UU No 41/2014.” (Paragraf 3) 
Make Moral Judgement “Menurut Bagir, merupakan pelanggaran berat jika diketahui 
ada hubungan antara hakim dan pihak yang berkepentingan, 
lebih-lebih jika ada keterlibatan uang di dalam hubungan itu.” 
(Paragraf 6) 
Treatment 
Recomendation 
“Jika sudah resmi menerima surat dari MK, pemerintah akan 
menyusun panitia seleksi MK.”Nama-nama calon anggota 
panselnya masih disusun sambil tunggu surat resmi MK,” 
ucap Pratikno.” (Paragraf 13) 
 
3. Analisis Framing Berita Tanggal 11 Februari 2017 
Judul: “Sumber Kebocoran Draf Putusan MK Dicari” 
 JAKARTA, KOMPAS – Tersangka pemberi suap kepada hakim 
konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, Basuki Hariman, akan dimintai 
keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keterangan 
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Basuki dibutuhkan terkait bocornya putusan Mahkamah Konstitusi yang 
diduga dilakukan Patrialis. 
 Juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso di Jakarta, Jumat (10/2) 
mengatakan, Majelis Kehormatan MK segera bekerja seusai keputusan 
presiden (keppres) pemberhentian smentara Patrialis terbit. Pemeriksaan 
akan dilakukan terhadap sejumlah saksi, baik yang menjadi tersangka yang 
sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dari 
lingkungan internal MK. 
 “Terhadap saksi yang saat ini berada di tahan KPK, yakni Basuki 
Hariman dan Feni, stafnya, kami telah mengajukan permohonan izin 
pemeriksaan ke KPK. Apabila diizinkan, paling cepat Senin pemeriksaan 
dilanjutkan di KPK,” kata Fajar. 
 Sebelumnya, dokumen elektronik draf putusan uji materi Undang-
Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditemukan berada di tangan 
Kamaludin, perantara suap Basuki Hariman ke Patrialis (Kompas, 9/2). 
Pembocoran draf putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran 
etik berat karena putusan Mk merupakan rahasia negara. 
 Fajar menjelaskan, pekan lalu, Majelis Kehormatan mendatangi 
KPK untuk meminta keterangan Patrialis, yang menolak memberikan 
keterangan dan pembelaan. Patrialis baru bersedia diperiksa Majelis 
Kehormatan jika pemeriksaan dilakukan di Gedung MK tanpa didampingi 
penyidik KPK. 
 Majelis Kehormatan akan meminta konfirmasi mengenai kronologi 
pemberian draf putusan dalam bentuk dokumen elektronik atau foto, waktu 
pemberian, dan tempat pemberian. “Konfirmasi itu perlu diberikan untuk 
melengkapi konstruksi hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan dan untuk 
mengetahui lebih detail apakah ada pembocoran draf putusan atau tidak,” 
kata Fajar. 
Bekerja cepat 
 Ketua Majelis Kehormatan MK Sukma Violetta menuturkan, 
pihaknya telah mengetahui keppres pemberhentian sementara Patrialis 
sudah diterima MK. Pihaknya tinggal meneruskan pemeriksaan lanjutan 
dalam dugaan pelangaran etik berat yang dilakukan Patrialis. 
 “Pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran 
berat terduga (Patrialis). Jika terbukti, terduga akan direkomendasikan 
diberhentikan tidak hormat. Sebaliknya, jika tidak terbukti melakukan 
pelanggaran berat, akan diberhentikan dengan hormat,” katanya. 
 Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia 
Satya Arinanto mengatakan, Majelis Kehormatan harus tuntas 
membongkar dugaan pembocoran draf putusan. 
 “Secara teknis, draf putusan hanya boleh ada di tangan hakim 
pembuat draf. Hakim pembuat draf dan panitera pengganti merupakan 
pihak yang intens bersentuhan dan terkait langsung dalam kerja pembuatan 
draf putusan,” kata Satya.(REK) 
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Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan oleh Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “Sumber Kebocoran Draf Putusan 
MK Dicari”. 
Define Problems: Pendefinisian masalah pada berita ini adalah 
tersangka penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman dimintai keterangan 
oleh MK terkait bocornya draf putusan.  
  “Tersangka pemberi suap kepada hakim konstitusi nonaktif 
Patrialis Akbar, Basuki Hariman, akan dimintai keterangan oleh 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keterangan Basuki 
dibutuhkan terkait bocornya putusan Mahkamah Konstitusi yang 
diduga dilakukan Patrialis.” 
Diagnose Causes: Penyebabnya adalah agar Mahkamah Konstitusi 
segera bekerja untukmemberhentikan Patrialis Akbar sesuai dengan 
keputusan presiden. 
 “Juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso di Jakarta, Jumat 
(10/2) mengatakan, Majelis Kehormatan MK segera bekerja seusai 
keputusan presiden (keppres) pemberhentian sementara Patrialis 
terbit. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap sejumlah saksi, baik 
yang menjadi tersangka yang sedang ditahan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dari lingkungan internal 
MK.” 
 
Make Moral Judgement: Keputusan moral yang di ambil dari berita 
ini adalah bahwa untuk mengetahui ada pembocoran draf atau tidak, 
Majelis Kehormatan meminta konfirmasi mengenai bukti terjadinya 
pembocoran draf tersebut. 
   “Majelis Kehormatan akan meminta konfirmasi mengenai 
kronologi pemberian draf putusan dalam bentuk dokumen 
elektronik atau foto, waktu pemberian, dan tempat pemberian. 
“Konfirmasi itu perlu diberikan untuk melengkapi konstruksi hasil 
pemeriksaan Majelis Kehormatan dan untuk mengetahui lebih 
detail apakah ada pembocoran draf putusan atau tidak,” kata Fajar.” 
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Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan oleh Harian 
Kompas pada berita ini adalah Majelis Kehormatan Harus tuntas dalam 
mengusut bocornya draf putusan. 
  “Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 
Indonesia Satya Arinanto mengatakan, Majelis Kehormatan harus 
tuntas membongkar dugaan pembocoran draf putusan.” 
 
Pada berita ini Harian Kompas menonjolkan kata. Penonjolan kata 
dengan memberikan ukuran huruf yang lebih besar dan tebal pada bagian 
judul. Berita ini berisikan tentang pemberi suap kepada Patrialis Akbar 
untuk mendapat draf putusan perkara Uji Materi Undang-Undang no 41 
tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Disana juga Majelis Kehormatan menunggu keputusan presiden 
untuk pemberhentian sementara Patrialis Akbar terkait sumber bocornya 
draf putusan kepada Basuki Hariman dengan perantara Kamaludin. 
Solusi yang ditawarkan atas permasalahan ini adalah Harian 
Kompas memandang bahwa Majelis Kehormatan harus tuntas dalam 
mengusut dugaan pembocoran draf. Sesuai ungkapan dari Guru Besar Ilmu 
Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto. 
Tabel 7. Framing berita Sumber Kebocoran Draf Putusan MK Dicari 
Define Problems “Tersangka pemberi suap kepada hakim konstitusi nonaktif 
Patrialis Akbar, Basuki Hariman, akan dimintai keterangan 
oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keterangan 
Basuki dibutuhkan terkait bocornya putusan Mahkamah 
Konstitusi yang diduga dilakukan Patrialis.” (Paragraf 1) 
Diagnose Cause “Juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso di Jakarta, Jumat 
(10/2) mengatakan, Majelis Kehormatan MK segera bekerja 
seusai keputusan presiden (keppres) pemberhentian sementara 
Patrialis terbit. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap 
sejumlah saksi, baik yang menjadi tersangka yang sedang 
ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dari 
lingkungan internal MK.” (Paragraf 2) 
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Make Moral Judgement “Majelis Kehormatan akan meminta konfirmasi mengenai 
kronologi pemberian draf putusan dalam bentuk dokumen 
elektronik atau foto, waktu pemberian, dan tempat pemberian. 
“Konfirmasi itu perlu diberikan untuk melengkapi konstruksi 
hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan dan untuk mengetahui 
lebih detail apakah ada pembocoran draf putusan atau tidak,” 
kata Fajar.” (Paragraf 6) 
Treatment 
Recomendation 
“Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 
Indonesia Satya Arinanto mengatakan, Majelis Kehormatan 
harus tuntas membongkar dugaan pembocoran draf putusan.” 
(Paragraf 9) 
 
4. Analisis Framing Berita Tanggal 15 Februari 2017 
Judul: “Tiap Hakim Pegang Draf Putusan” 
 JAKARTA, KOMPAS – Pembahasan dan pengambilan keputusan 
dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai tidak ada yang janggal. Setiap 
hakim Mahkamah Konstitusi pun memegang draf putusan perkara tersebut 
seusai melakukan rapat permusyawaratan hakim dan memperoleh putusan. 
 Hal ini disampaikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams seusai 
diperiksa di gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 
Selasa (14/2). Wahiduddin hadir bersama hakim konstitusi lain, Anwar 
Usman. Keduanya dimintai keterangan oleh penyidik terkait perkara suap 
hakim konstitusi dengan tersangka Patrialis Akbar. 
“Sepanjang ini tidak ada kejanggalan (dalam penanganan dan 
pembahasan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan). Semua 
hakim ikut memutus. Karena ikut memutus, jadi semuanya, ya, punya 
drafnya,” kata Wahiduddin yang diperiksa tujuh jam oleh penyidik. 
 Namun keterangan Anwar berbeda dengan Wahiduddin. Menurut 
Anwar, tidak semua hakim memiliki draf putusan yang dimaksud. Meski 
begitu, ia sepakat dengan rekannya bahwa pengambilan keputusan tidak 
ada intimidasi dari pihak lain. 
Terkait bocornya draf putusan tersebut, ia menegaskan, hal itu 
sudah di luar prosedur sehingga yang bersangkutan harus bertanggung 
jawab. “Itu sudah ada di Majelis Kehormatan MK. Kamis nanti, Majelis 
Kehormatan MK akan mengeluarkan putusannya,” ujar Anwar. 
 Pada Senin (13/2), dua hakim konstitusi yang juga merupakan 
anggota panel dalam perkara uji materi UU Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, yaitu Manahan P Sitompul dan I Dewa Gede Palguna, sudah 
diperiksa. Keduanya juga mengerluarkan pernyataan yang sama, yaitu 
tidak ada kejanggalan dalam pengambilan keputusan judial review 
tersebut. 
 Pada hari yang sama, Patrialis juga berada di gedung baru KPK 
untuk mengurus perpanjangan penahanan dirinya hingga 26 Maret. Seusai 
merampungkan pemberkasan, Patrialis enggan berkomentar mengenai 
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kehadiran dua rekannya yang diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang 
menjerat dirinya. 
 “Saya hanya ingin menyampaikan, saya memiliki kontribusi yang 
besar terhadap berdirinya KPK. Saya ikut mengolah bagaimana UU KPK 
eksis di negara ini. Bahkan, saya pernah dua kali menjadi ketua panitia 
seleksi pimpinan KPK. Jadi, saya punya komitmen bagaimana KPK ini 
bisa berjalan baik. Jadi, kasih kesempatan KPK untuk bekerja. Saya juga 
berjuang di pengadilan,” kata Patrialis sebelum masuk ke mobil tahanan. 
 Selain Patrialis, tiga tersangka lainnya, yaitu Ng Fenny, Basuki 
Hariman, dan Kamaluddin, juga dilakukan perpanjangan penahanan. 
Bahkan Fenny dan Kamaluddin mengajukan diri sebagai justice 
collabolator atau pelaku yang bekerja sama dalam kasus ini.”Kami akan 
mendalami lagi dan melihat sejauh mana peran keduanya,” ujar Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah. 
 Seperti diketahui, Patrialis ditangkap tangan bersama tiga 
tersangka lainnya pada 25 Januari. Saat ditangkap, KPK juga 
mengamankan uang 20.000 dollar AS (Rp. 267 juta) dan 200.000 dollar 
Singapura (Rp 1,9 miliar) untuk memengaruhi putusan uji materi UU 
Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. 
 Meski empat hakim konstitusi yang diperiksa menilai tidak ada 
kejanggalan, Febri menegaskan, KPK tidak bergantung pada kesaksian 
para hakim itu saja. Tim penyidik tetap menyesuaikan keterangan dengan 
alat bukti lain yang sudah diperoleh. 
 KPK juga terus mencari tahu hubungan Basuki dengan para 
pemohon uji materi dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait. 
“Walau bukan sebagai pengusaha memperoleh dampak dari putusan uji 
materi tersebut sehingga suap itu dilakukannya kepada hakim agar 
memengaruhi putusan perkara tersebut,” ujar Febri. (IAN) 
 Berikut adalah hasil analisis framing yang dilakukan Harian 
Kompas dalam berita yang berjudul “Tiap Hakim Pegang Draf Putusan”. 
 Define Problem: Pendefinisian masalah pada berita ini adalah 
setiap hakim Mahkamah Konstitusi memegang draf putusan setelah 
melakukan rapat dan memperoleh putusan. 
  “Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam perkara 
uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai tidak ada yang janggal. 
Setiap hakim Mahkamah Konstitusi pun memegang draf putusan 
perkara tersebut seusai melakukan rapat permusyawaratan hakim 
dan memperoleh putusan.” 
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 Diagnose Causes: Penyebabnya adalah semua hakim ikut memutus 
dalam penanganan dan pembahasan uji materi UU Peternakan dan 
Kesehatan Hewan oleh karena itu setiap hakim memegang draf putusan 
tersebut. 
  “Sepanjang ini tidak ada kejanggalan (dalam penanganan 
dan pembahasan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan). 
Semua hakim ikut memutus. Karena ikut memutus, jadi semuanya, 
ya, punya drafnya,” kata Wahiduddin yang diperiksa tujuh jam oleh 
penyidik.” 
 Make Moral Judgement: Keputusan moral yang diambil dari berita 
ini adalah Manahan P Sitompul dan I Dewa Palguna dua hakim yang juga 
merupakan anggota panel perkara uji materi keduanya mengemukakan 
tidak ada kejanggalan dalam keputusan yang diambil judial review. 
  “Pada Senin (13/2), dua hakim konstitusi yang juga 
merupakan anggota panel dalam perkara uji materi UU Peternakan 
dan Kesehatan Hewan, yaitu Manahan P Sitompul dan I Dewa 
Gede Palguna, sudah diperiksa. Keduanya juga mengerluarkan 
pernyataan yang sama, yaitu tidak ada kejanggalan dalam 
pengambilan keputusan judial review tersebut.” 
 
Treatment Recomendation: Solusi yang ditawarkan oleh Harian 
Kompas pada berita ini adalah juru bicara KPK Febri Diansyah 
menegaskan bahwa KPK tidak bergantung pada para hakim saja, 
melainkan juga dengan keterangan alat bukti lain. 
  “Meski empat hakim konstitusi yang diperiksa menilai 
tidak ada kejanggalan, Febri menegaskan, KPK tidak bergantung 
pada kesaksian para hakim itu saja. Tim penyidik tetap 
menyesuaikan keterangan dengan alat bukti lain yang sudah 
diperoleh.” 
 
Pada berita ini Harian Kompas menonjolkan kata. Penonjolan ini 
dengan memberikan ukuran huruf yang lebih besar dan tebal pada bagian 
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judul. Berita ini berisi tentang setiap hakim konstitusi yang memegang 
draf putusan di Mahkamah Konstitusi. 
Penyebabnya adalah karena di dugaada hakim lain yang terlibat 
dalan penanganan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan hewan, tapi 
setelah para hakim melakukan musyawarah dan di periksa oleh KPK maka 
tidak ada kejanggalan atas terkaitnya hakim lain terkait uji materi tersebut. 
Solusi yang ditawarkan atas permasalahan ini adalah Harian 
Kompas memandang KPK perlu mencari tahu dan tidak bergantung pada 
kesaksian para hakim tetapi juga dengan alat bukti lain. 
Tabel 8. Framing berita Tiap Hakim Pegang Draf Putusan 
Define Problems “Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam perkara uji 
materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai tidak ada yang 
janggal. Setiap hakim Mahkamah Konstitusi pun memegang 
draf putusan perkara tersebut seusai melakukan rapat 
permusyawaratan hakim dan memperoleh putusan.” (Paragraf 
1) 
Diagnose Cause “Sepanjang ini tidak ada kejanggalan (dalam penanganan dan 
pembahasan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan 
Hewan). Semua hakim ikut memutus. Karena ikut memutus, 
jadi semuanya, ya, punya drafnya,” kata Wahiduddin yang 
diperiksa tujuh jam oleh penyidik.” (Paragraf 3) 
Make Moral Judgement “Pada Senin (13/2), dua hakim konstitusi yang juga 
merupakan anggota panel dalam perkara uji materi UU 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu Manahan P Sitompul 
dan I Dewa Gede Palguna, sudah diperiksa. Keduanya juga 
mengerluarkan pernyataan yang sama, yaitu tidak ada 
kejanggalan dalam pengambilan keputusan judial review 
tersebut.” (Paragraf 6) 
Treatment 
Recomendation 
“Meski empat hakim konstitusi yang diperiksa menilai tidak 
ada kejanggalan, Febri menegaskan, KPK tidak bergantung 
pada kesaksian para hakim itu saja. Tim penyidik tetap 
menyesuaikan keterangan dengan alat bukti lain yang sudah 
diperoleh.” (Paragraf 12) 
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b. Pembahasan 
Tabel 9. Framing berita 
 
 
Perangkat 
Framing 
Berita 
MK Gagal 
Belajar 
Hakim 
Konstitusi 
Kecewakan 
Rakyat 
Pembocor 
Draf Dicari 
Pembocoran 
Draf 
Pelanggaran 
Berat 
Sumber 
Kebocoran 
Draf Putusan 
MK Dicari 
Tiap 
Hakim 
Pegang 
Draf 
Putusan 
Define 
Problems 
KPK 
menetapkan 
hakim 
konstitusi 
Patrialis Akbar 
sebagai 
tersangka 
Penangkapan 
Patrialis 
menyentak 
perasaan 
masyarakat 
Bocornya draf 
putusan uji 
materi undang-
undang 
Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan 
Pembocoran 
draf merupakan 
pelanggaran 
berat 
Basuki 
Hariman 
dimintai 
keterangan 
terkait draf 
putusan 
Pembahasa
n dan 
pengambila
n keputusan 
uji materi 
UU No 41 
tahun 2014 
Diagnose 
Causes 
Patrialis Akbar 
politisi PAN 
menerima suap 
Patrialis 
menerima 
suap terkait 
uji materi 
UU No 41 
tahun 2014 
Draf putusan 
adalah rahasia 
negara 
Draf putusan 
dimiliki 
Kamaludin 
perantara 
penyuap 
Patrialis 
Majelis 
Kehormatan 
bekerja 
menunggu 
keputusan 
Presiden 
Semua 
hakim ikut 
memutus 
Make Moral 
Judgement 
Penguatan 
sistem 
pengawasan 
untuk menjadi 
hakim MK 
Pemberantas
an korupsi di 
Indonesia 
KPK 
memastikan 
draf putusan 
yang bocor 
sama dengan 
yang asli 
Hubungan 
antara hakim 
dan pihak yang 
berkepentingan 
Kronologi 
pembocoran 
draf kepada 
penyuap 
Dua hakim 
yang juga 
panel 
dalam uji 
materi UU 
tidak ada 
kejanggala
n dalam 
pengambila
n keputusan 
Treatment 
Recomendatio
n 
Pembentukan 
Majelis 
Kehormatan 
MK di sertai 
usulan 
pembebas 
tugasan hakim 
konstitusi yang 
bersangkutan 
Mendorong 
evaluasi MK 
dan proses 
hukum harus 
berjalan 
dengan asas 
keadilan, 
transparan, 
dan 
akuntabel. 
Aggota majelis 
kehormatan 
MK meminta 
bagian- bagian 
untuk 
mengambil 
keputusan 
Menyusun 
panitia seleksi 
MK, menunggu 
surat resmi MK 
Majelis 
Kehormatan 
harus tuntas 
bongkar 
dugaan 
permbocoran 
draf putusan 
KPK tidak 
bergantung 
pada 
kesaksian 
hakim saja 
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1. Pembingkaian berita kasus suap Patrialis Akbar di koran Harian 
Kompas edisi Januari sampai Februari 2017, memberitakan tentang di 
tangkapnya Patrialis Akbar dan di tetapkannya sebagai tersangka oleh 
komisi pemberantasan korupsi. Terjeratnya Patrialis Akbar dalam 
kasus suap di Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah kesalahan 
yang seharusnya tidak terulang lagi. Karena kasus yang sama pernah 
terjadi di Mahkamah Konstitusi, pada saat itu yang menjadi tersangka 
adalah Akil Muchtar, Akil terjerat terkait kasus penyelesaian sengketa 
pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. Sementara Patrialis sendiri 
terjerat kasus terkait Uji Materi Udang-Undang Nomor 41 tahun 2014 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Langkah perbaikan MK, seperti pembentukan dewan etik, belum 
mencukupi. perbuatan tercela kembali terjadi dan kini menimpa 
Patrialis. kekuasaan memang cenderung korup. itulah kalimat Lord 
Acton. Tidak boleh ada kekuasaan yang yang tidak diawasi. Hakim 
konstitusi termasuk lembaga nir-pengawasan. Setiap ada kehendak 
mengawasi MK, selalu dibatalkan MK sendiri, dengan alasan 
kemandirian, MK tak menghendaki kekuasannya diawasi. Langkah 
tegas dan keras harus dilakukan. Dewan etik MK harus segera 
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bertindak terhadap Patrialis agar memberikan efek jera. jika tidak, MK 
akan menjadi lembaga yang tak dipercaya masyarakat.47 
Dari enam berita yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat 
diketahui sikap Harian Kompas dalam topik MK gagal belajar adalah 
menolak atau tidak mendukung praktik korupsi. Hal ini didukung 
dengan adanya kebijakan redaksi dari Harian Kompas, yang 
memandang bahwa kasus yang menjerat Patrialis Akbar merupakan 
hal yang negatif apa lagi kasus ini dilakukan oleh seorang hakim ketua 
Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya kebijakan sebuah pers 
tidak lepas dari adanya pedoman yang menjadi dasar redaksional 
sesuai visi, misi dan tujuan sebuah media massa. Kebijakan 
redaksional dalam pers sangat penting karena menentukan arah 
pandangan media dalam memberitakan atau menyikapi sebuah kasus 
maupun peristiwa yang terjadi. 
“MK gagal belajar merupakan renteten-rentetan kasus yang 
terjadi di MK. Dari Akil muchtar sampai pada Patrialis Akbar ini, 
dan beberapa kasus lainnya. Apakah ada perbaikan yang dilakukan 
oleh MK”48 
Atas penekanan Harian Kompas yang menganggap bahwa MK 
tidak melakukan perbaikan menimbulkan sebuah realitas, karena 
tujuan dari MK sendiri adalah untuk menegakkan hukum, dan 
merupakan lembaga kehakiman tinggi negara, khusunya kasus yang 
menjerat Patrialis Akbar.  
                                                          
47 “Tajuk Rencana: Langkah Tegas untuk Hakim MK”, Harian Kompas, (Jakarta), Jumat, 
27 Januari, 2017, h, 6. 
48 Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua Desk Politik, Hukum dan HAM, Susana Rita, 
Jakarta, 03 November 2017 
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Realitas ini membuktikan teori framing yang dijelaskan oleh 
Robert N. Entman benar adanya, Entman berpendapat bahwa framing 
dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan 
mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut 
dengan menggunakan berbagai strategi wacana.49 
Lewat berita yang berjudul Hakim Konstitusi Kecewakan 
Rakyat, Harian Kompas menekankan bahwa hakim konstitusi telah 
membuat rakyat kecewa. Penyebabnya karena kasus itu menyangkut 
Hakim Ketua Patrialis Akbar dan lembaga hukum tinggi negara yaitu, 
Mahkamah Konstitusi. Yang seharusnya menjadi contoh lembaga 
kehakiman tinggi dan panutan untuk lembaga maupun institusi 
lainnya. Kekecewaan tersebut juga di sampaikan oleh Presiden Joko 
Widodo yang mewakili kekecewaan para rakyat. 
“kalo presiden yang ngomong kan ada efeknya, dia 
prominan, dan kepala negara, yang pasti orang penting dan layak 
berita. Dan itu sudah mewakili publik kekecewaanya itu.”50 
Harian Kompas menganggap berita ini penting disampaikan 
untuk masyarakat luas karena terdapat ungkapan kekecewaan Presiden 
terhadap apa yang sudah masuk sampai jantung Mahkamah Konstitusi 
yang mewakili kekecewaan rakyat. Indonesia merupakan negara 
hukum jadi siapapun pelanggarnya maupun institusinya harus di usut 
sampai tuntas. Tujuan adanya pemberitaan di Harian Kompas atas 
                                                          
49 Wimbo Arif Tirtana. “Konstruksi Realitas Media Dalam Berita Kenaikan Harga Bbm 
(Analisis Framing Berita Kenaikan Harga Bbm Pada Awal Pemerintahan Presiden Jokowi Pada 
Harian Jawa Pos Periode 1 Oktober–30 November 2014)”, Jurnal, 2016, h. 11. 
50 Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua Desk Politik, Hukum dan HAM, Susana Rita, 
Jakarta, 03 November 2017 
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Kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar, hakim ketua di Mahkamah 
Konstitusi adalah untuk membuka wawasan masyarakat indonesia atas 
kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. 
“kalo kita yaa, faktual dia hakim konstitusi, negarawan, 
terus waktu patrialis menjadi hakim banyak yang keberatan, 
keppresnya patrialis turun digugat dan di menangkan oleh ptun 
jakarta, jadi yaa kepperesnya itu dinyatakan tidak sah, selain itu 
orang-orang juga keberatan karena patrialis juga seorang politisi, 
kan di masyarakat sipil itu ada semacam resistensi, untuk seorang 
politisi yang masuk ke mahkamah konstitusi, walaupun pak 
mahfud, pak hamdan membuktikan bisa lepas untuk menjadi 
hakim. Pak patrialis memang saat itu resistensi sangat tinggi. Dan 
sebagian masyarakat sudah nolak, tapi ternyata kok malah jadi 
hakim. Jadi kita tidak melihat apakah patrialis dari politisi islam, 
kita nggak melihat tp karena memang dia hakim sekaligus 
negarawan. Dan ini kasus korupsi yang harus di usut, yang jelas 
kita faktual”51 
Hal tersebut sesuai dengan fungsi media massa yaitu sebagai 
sarana untuk memberikan informasi baik pendidikan, politik, sosial, 
budaya. Dan dalam media cetak, elektronik maupun online.52 
2. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ahmad Fauzi53. Bahwa koran 
Republika dalam membingkai berita hanya melihat bagaimana KPK 
melakukan prosedur hukum, koran Republika mengabaikan opini 
yang berkembang di masyarakat. Sedangkan penelitian ini, bahwa 
koran Harian Kompas dalam membingkai berita tetap melihat 
bagaimana KPK melakukan prosedur hukum dan memperhatikan 
opini yang berkembang di masyarakat. 
                                                          
51 Wawancara pribadi dengan Wakil Ketua Desk Politik, Hukum dan HAM, Susana Rita, 
Jakarta, 03 November 2017 
52 Sudarman. Loc.cit, h. 8. 
53Ahmad Fauzi. “Kontruksi Realitas Media: Analisis Framing Pemberitaan Korupsi M. 
Nazaruddin di Harian Republika” (Skripsi Sarjana Komunikasi Islam, Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013). h. 98 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis yang menggunakan framing model Robert N. 
Entman dengan perangkat problem identification, diagnose cause, make moral 
judgement, treatment recommendation pada enam berita yang dipilih tentang 
kasus suap Patrialis Akbar seorang Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, 
masalah yang diidentifikasi yaitu masalah kasus suap korupsi yang menjerat 
hakim ketua, walaupun yang bersangkutan sendiri bersikeras tidak melakukan 
tindak pidana korupsi. Namun perbuatannya merupakan suatu pelanggaran 
hukum. Faktor permasalahan dari semua berita tersebut terletak pada tersangka 
Patrialis Akbar dan beberapa orang yang terlibat dalam kasus itu.  
Dua dari enam berita yang memberitakan atas tertangkapnya Patrialis 
Akbar dan kekecewaan rakyat terhadap hakim konstitusi dan empat berita 
tentang kronologi bocornya draf putusan terkait Uji Materi Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan 
penyajian berita yang berimbang. Moral yang dapat diambil dalam keenam 
berita ini adalah tidak amanahnya Patrialis Akbar dan orang-orang yang terlibat 
dalam mengemban kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat menjadi 
hakim ketua di Mahkamah Konstitusi.  
Sedangkan secara keseluruhan Harian Kompas mendukung Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah dalam mengusut kasus tersebut. Hal 
itu terbukti dengan penyelesaian masalah dalam berita-berita di atas dengan 
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menuliskan ditetapkannya Patrialis Akbar dan orang-orang yang terlibat 
sebagai tersangka serta memberitakan kelanjutan dari kasus ini dengan 
memberikan penyelesaian berupa tersangka bisa bertambah dan pihak lain 
yang terlibat. Harian Kompas juga memberikan solusi berupa perbaikan sistem 
dan birokrasi di Mahkamah Konstitusi yang tetap harus dengan baik serta 
diadakan penataan ulang struktur jabatan Hakim Ketua di Mahkamah 
Konstitusi. 
Kebijakan redaksi Harian Kompas sudah sampai kepada khalayak umum 
sesuai dengan agenda media. Sehingga, pembingkaian berita yang dilakukan 
Harian Kompas akan sangat berpengaruh dalam perkembangan kasus suap 
Patrialis Akbar. Masyarakat akan mengkonsumsi berita yang disajikan 
sehingga terbentuk sebuah pendapat bahwa masyarakat juga memandang 
penting kasus suap Patrialis Akbar yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian atas kasus suap Patrialis Akbar di Mahkamah 
Konstitusi ini, ada beberapa hal yang disarankan penulis kepada media Harian 
Kompas adalah sebagai berikut: 
1. Harian Kompas diharapkan untuk tetap memberitakan sesuatu 
berdasarkan fakta, tidak ditambah dan tidak dikurangi agar tidak lahir 
pemahaman yang tidak sesuai dengan realitanya dan berimbang. 
2. Dalam pemberitaan apapun Harian Komopas harus tetap bersikap 
netral, tidak memihak satu kepentingan khususnya kasus korupsi. 
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Hasil wawancara penelitian terkait dengan kasus suap Patrialis Akbar di Mahkamah Konstitusi 
dalam pemberitaan Harian Kompas edisi januari – februari 2017. 
Dengan narasumber wakil kepala desk politik, hukum dan HAM Susana Rita 
Bagaimana kebijakan redaksi harian kompas terkait kasus Patrialis Akbar? 
“patrialis bukan hakim pertama yang di tangkap KPK. Sebelumnya ketua MK akil muchtar, 
yang berpah menjadi advokat dan anggota dpr RI dari partai golkar, pernah di tangkap KPK 
dia di hukum seumur hidup karena memperdagangkan perkara pilkada yang akan di putus MK. 
Langkah perbaikan MK, Seperti pembentukan dewan etik, belum mencukupi. Perbuatan 
tercela kembali terjadi dan kini menimpa Patrialis. Kekuasaan memang cenderung korup. 
Itulah pernyataan Lord Action. Tak boleh ada kekuasaan yang tidak diawasi. Hakim konstitusi 
termasuk lembaga yang nir-pengawasan. Setiap ada kehendak mengawasi MK, selalu di 
batalkan oleh MK sendiri. Dengan alasan kemandirian MK tak menghendaki kekuasannya 
diawasi. Langkah tegas dan keras harus dilakukan, jika tidak, MK akan menjadi lembaga yang 
tidak di percaya masyarakat.” 
Terkait pemilihan kasus suap Patrialis Akbar, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam pemilihan topik tersebut? 
“Dalam menentukan topik kita ada rapat pagi dan sore untuk proyeksi apa yang harus dicari 
hari ini maupun besok untuk menjadi berita utama, kira-kira topik apa yang cocok untuk berita 
besok, tidak hanya terkait patrilis ini, kita sampaikan kepada reporter di lapangan untuk 
mencari berita, kita rapat jam 10 pagi. Kemudian kita rapat lagi pada sore jam 4 untuk 
mengadukan berita berita siapa saja yang patut kita angkat di halam satu jadi headline, jadi 
pemred itu punya hak veto, maksudnya kita punya pertimbangan lain, misalnya sebuah topik 
ini kok belum semua pihak ,dalam seperti ini kan harus ada pihak yang terkait sperti, kuasa 
hukum atau dari mahkamah konstitusi, dan juga apa yang muncul di pemberitaan koran kompas 
adalah hasil dari rapat sore ” 
Apa motif kompas dalam memberitakan kasus suap Patrialis Akbar ini dan adakah 
kepentingan lain dalam pemberitaan ini? 
Kalo motif kita yaa jelas, untuk mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, perbaikan 
perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh MK dalam kurun waktu empat tahun itu, mengapa 
kok terjadi penangkapan lagi , hakim lagi, dan itu merugikan orang banyak. Dan kepetingan 
lainya ya perbaikan sistem peradilan di Mahkamah konstitusi sebagai lembaga tinggi negara 
Bagaimana harian kompas mengembangkan topik ini sehingga menjadi berita yang 
layak di sampaikan ke khalayak umum? 
Berita berita yang di halaman satu kan berkaitan dengan orang-orang banyak, karena MK itu 
kan sangat penting dalam sistem ketata kenegaraan kita karena dia itu kan penjaga konstitusi, 
satu satunya penafsir konstitusi karena lembaga lain tidak punya kewenangan yang sangat 
istimewa seperti itu, karena apa kata MK ya itulah undang undang. Kemudian kok bisa terjadi 
seperti ini itu karena daya rusaknya itu luar biasa seperti yang di bilang oleh hendardi, kalau 
mk soalnya putusan mk itu berlaku bukan untuk seseorang maupun lembaga tertentu melainkan 
untuk semua orang. 
Siapa saja yang hadir dalam menentukan topik berita? 
“Yang hadir dalam menentukan sebuah berita yaitu pemred, wakil pemred, redpel, wakil redpel 
dan editor editor setiap desk, sekaligus fotonya” 
Bagaimana kompas memposisikan diri dalam memberitakan kasus supa Patrialis 
Akbar? 
“kalo kita yaa, faktual dia hakim konstitusi, negarawan, terus waktu patrialis menjadi hakim 
banyak yang keberatan, keppresnya patrialis turun digugat dan di menangkan oleh ptun jakarta, 
jadi yaa kepperesnya itu dinyatakan tidak sah, selain itu orang-orang juga keberatan karena 
patrialis juga seorang politisi, kan di masyarakat sipil itu ada semacam resistensi, untuk seorang 
politisi yang masuk ke mahkamah konstitusi, walaupun pak mahfud, pak hamdan 
membuktikan bisa lepas untuk menjadi hakim. Pak patrialis memang saat itu resistensi sangat 
tinggi. Dan sebagian masyarakat sudah nolak , tapi ternyata kok malah jadi hakim. Jadi kita 
tidak melihat apakah patrialis dari politisi islam, kita nggak melihat tp karena memang dia 
hakim sekaligus negarawan. Dan ini kasus korupsi yang harus di usut, yang jelas kita faktual 
Apa yang melatarbelakangi pemilihan judul dan topik berita “MK Gagal Belajar”? 
“Karena kan kita harian ,dan kita nggak mungkin menyajikan berita kemarin (yesterday news) 
di berita besoknya karena sudah di makan online, jadi kita memperkaya, memperdalam dan 
memberikan perspektif dan award, dan mengapa MK gagal belajar tentunnya karena rentetan 
kasus yang terjadi d MK. Pada tahun 2013 juga terjadi kasus yang sama pada saat itu yang 
terjerat adalah Akil Mochtar, dan beberapa kasus lain dari rentang waktu 2013 sampai 2017 
apakah ada perbaikan, dan ternyata setelah 4 tahun MK malah tersandung lagi seharusnya 
kasus tersebut menjadi perbaikan di seluruh badan MK. Dan dalam topik ini berada di halam 
satu otomatis berita ini berkaitan dengan orang banyak dan juga pentingnya MK dalam sebuah 
tata negara dan penjaga konstitusi, mengingat MK merupakan lembaga kehakiman tertinggi 
negara” 
Apa yang melatarbelakangi pemilihan judul dan topik berita “Hakim Konstitusi 
Kecewakan Rakyat”? 
“ini adalah omongan presiden yaa, jokowi. Kalo yang ngomong presiden kan dia prominan dia 
kepala negara, yang pasti orang penting dan yang pasti layak berita lah, dan juga mewakili 
publik atas kekecewaannya. MK merupakan anak kandung reformasi yang berhasil selain 
KPK, isitilahnya kalau ketua MK itu ngomong “idu geni-lah” tapi dengan adanya kasus 
tersebut menjadikan MK sebagai lembaga yang bersih dan akuntabel seakan akan semuanya 
runtuh. 
Apa yang melatarbelakangi pemilihan judul dan topik berita terkait bocornya draf 
dalam kasus suap patrialis akbar? 
Tentu kita akan melihat patrialis itu bekerja dengan siapa saja, apakah bekera sendiri atau 
dengan hakim lain, panitera, maupun staf staf yang berada di MK, soal bocornya draf ataupun 
kasus tersebut kita menggunakan kasusnya patrialis itu untuk perbaikan di dalam tubuh MK 
sendiri, dalam pembuatan keputusan ada yang namanya hakim drafter, seharusnya kesembilan 
hakim itu menerima draf adalah setengah jam sebelum sidang putusan di mulai tapi ini sudah 
bocor duluan ,makanya kita ambil angel pembocor draf dicari. Maka apa yang dilakukan 
patrialis adalah pelanggaran yang berat. 
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